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Disclaimer

Proses analisis spasial menggunakan data sekunder spasial dan non-
spasial yang tersedia dan bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan beragam skala informasi dan tahun
pembuatan. Data spasial penggunaan lahan tahun 2018 skala detil hingga
1:5.000 bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data wilayah
sungai, bentang alam, tipe vegetasi dan penutup lahan tingkat nasional
bersumber dari KLHK i Direktorat PDLKWS dan instansi terkait dengan
skala 1:250.000 dan ragam tahun dari 2009-2018. Sementara, analisis
dekripsi memanfaatkan referensi kebijakan, hasil kajian dan studi seperti
dicantumkam dalam daftar pustaka. Data ketersediaan air didapatkan dari
Penetapan Wilayah Sungai dan Wilayah DAS, Kementerian PU Tahun 2016.
Ketersediaan air diambil dari debit andalan 5 (lima) Wilayah DAS sebesar
6.042.870.443 m?3/tahun, dengan total ketersediaan air DKI Jakarta untuk
wilayah daratan sebesar 280.571.915 mS3/tahun dan wilayah kepulauan
sebesar 2.678.700 m3/tahun.

Perbaikan muatan dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup ini dilaksanakan pada tahun 2020 atas arahan dari KLHK.
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Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 12 ayat (2) bahwa Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan Hidup menjadi dasar arahan pemanfaatan sumber daya alam
ketika Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum
tersusun. Pasal ini telah menjadi landasan penyelarasan berbagai peraturan
perundangan mengenai perencanaan yang secara hirarki berada di bawah Undang-
Undang. Bahkan, dalam beberapa peraturan perundangan menyebutkan suatu
perencanaan hendaknya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup. Mempertimbangkan keterkaitan di atas menjadikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup memiliki peranan sebagai salah satu dasar pertimbangan
untuk menyusun berbagai perencanaan baik dalam urusan ruang dan pembangunan.
Oleh karena itu, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi
penting disusun serta diperbaharui secara berkala.

Dalam rangka memberikan gambaran besar fungsi lingkungan hidup yang
dimiliki Provinsi DKI Jakarta, laporan kajian ini mengulas lebih mendalam mengenai
profil jasa lingkungan hidup (lebih spesifik pada jasa lingkungan hidup penyedia air,
pengaturan air, pengaturan iklim, dan pengaturan kualitas udara). Sementara itu, secara
nasional arahan KLHK melalui SK MenLHK No. 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/ 4/2019 untuk
perhitungan daya dukung & daya tampung berbasis pada kinerja jasa lingkungan hidup
masih berfokus pada ketersediaan air. Oleh karena itu, pokok pembahasan daya dukung
dan daya tampung pada kajian ini berada pada lingkup ketersediaan air. Sistematika
laporan kajian ini tertuang dalam 6 (enam) BAB meliputi pendahuluan, gambaran umum
wilayah kajian, konsep & metodologi, profil jasa lingkungan hidup, usulan status daya
dukung dan daya tampung hidup air, dan rekomendasi.

Terselesaikannya kajian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dengan
memberikan masukan dan saran. Integrasi masukan dan saran ke dalam hasil kajian
merupakan wujud terima kasih kami kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
penyempurnaan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Besar
harapannya agar kajian ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya menjadi salah
satu pertimbangan dalam merencanakan pembangunan. Demikian kajian ini
disampaikan, semoga dapat mendukung pencapaian pembangunan yang
berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2019

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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Ringkasan Eksekutif

Tekanan jumlah penduduk dan beban perekonomian yang tinggi di DKI Jakarta
menyebabkan pola pemanfaatan lahan di wilayah ini lebih memprioritaskan
pembangunan berdasarkan kegiatan masyarakatnya. Di sisi lain, DKI Jakarta tidak
memiliki kecukupan sumberdaya alam dan ruang untuk menampung banyaknya jenis
kegiatan berbasis lahan, sehingga pembangunan wilayahnya berkonsetrasi pada
kegiatan jasa dan bisnis dengan pendekatan pemanfaatan ruang vertikal.

Kondisi tersebut menjadikan bentang alami Provinsi DKI Jakarta berubah
signifikan dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan
hidup, serta memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Tanpa adanya pengelolaan
lingkungan secara terpadu menjadikan langkah-langkah pencegahan, pemeliharaan
maupun pemulihan lingkungan hidup sulit diimplementasikan. Sementara itu,
pengelolaan terpadu memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan dalam rangka menjamin
kelayakan dan keselamatan hidup masyarakat DKI Jakarta. Sebagai langkah awal,
pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dapat direncanakan dengan
mempertimbangkan profil jasa lingkungan hidup dan daya dukung maupun daya
tampung lingkungan hidup suatu wilayah.

Perencanaan terhadap Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dipisahkan dari peran
kota satelitnya, baik dipandang dari segi fungsi lingkungan hidup maupun pembangunan
ekonomi. Bentuk keterikatan DKI Jakarta dan kota satelit salah satunya dapat terlihat
dari pola pengelolaan air. Selama ini, pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta
dilakukan dengan cara ekstraksi air tanah secara berlebihan dan/atau melibatkan
kerjasama dengan daerah lain yang memiliki sumber air permukaan layak. Mengingat
13 sungai di DKI Jakarta dalam kondisi cemar berat, air dari sungai-sungai tersebut tidak
cukup layak sebagai air baku untuk pengolahan air bersih. Pada akhirnya, alternatif
sumber air baku untuk DKI Jakarta sebagian besar berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA
Serpong dan IPA Cikokol, dimana sumber-sumber tersebut berada di luar wilayah
administrasi DKI Jakarta (PTSP DKI Jakarta, 2017).

Sejalan dengan pertimbangan wilayah hulu dan hilir aliran air, pengambilan
sumber air baku dari wilayah luar DKI Jakarta menunjukkan bahwa sistem akuifer dan
ketersediaan air permukaan di DKI Jakarta dipengaruhi oleh beberapa wilayah DAS.
Wilayah aliran air tanah (basin) yang mengalir ke daratan DKI Jakarta dipengaruhi
keberadaan 14 sub-DAS vyaitu Ciliwung, Cengkareng, Angke, Pesanggrahan,
Sekretaris, Grogol, Krukut, Mampang, Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, Jatikramat
dan Cakung Timur. Secara geologis, akuifer Jakarta memperlihatkan strata tanah yang
sangat beragam dan kompleks. Jika ditelusuri dari segi jenis tanahnya, lapisan tanah
Jakarta pada umumnya berupa butiran pasir lepas dan tanah alluvial berselang-seling
tanah lempung yang berpotensi sebagai penyimpan air tanah. Namun, strata tanah yang
beragam dan kompleks menyebabkan akuifer tidak dapat menerus sehingga air tanah
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terperangkap dalam lensa-lensa kecil. Hal ini yang kemudian mempengaruhi proses
imbuhan air tanah.

Sementara berdasarkan sumber-sumber air baku yang diambil oleh DKI Jakarta,
ketersediaan air permukaan DKI Jakarta dipengaruhi oleh pemanfaatan 5 (lima) Wilayah
DAS (WD) meliputi WD Ciliwung, WD Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru, WD Cisadane
Hulu Bendung Pasarbaru, WD Citarum Hilir, dan WD Kepulauan Seribu. Perkembangan
pemanfaatan ruang secara masif di Wilayah DAS tersebut akan mempengaruhi
kuantitas dan kualitas airnya. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi
pemenuhan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta. Dengan alasan yang hampir sama,
rendahnya persentase ruang hijau di Wilayah DAS dan tingginya tingkat mobilisasi serta
kegiatan perekonomian masyarakat turut mempengaruhi penurunan kualitas udara
bersih. Tak hanya udara, bahkan kondisi tersebut mempengaruhi frekuensi kejadian
banjir dan besaran skala dampaknya dari tahun ke tahun.

Secara garis besar, kondisi alam (direpresentasikan dari bentang alam dan tipe
vegetasi alami) dan kegiatan perekonomian masyarakat (direpresentasikan dari
penutup lahan) telah memberikan gambaran bahwa kinerja fungsi lingkungan hidup di
DKI Jakarta semakin menurun. Akibatnya, manfaat jasa lingkungan hidup yang dapat
diekstraksi oleh manusia secara langsung berupa penyediaan air dan kualitas udara
bersih menjadi berkurang, yang berpotensi tidak mampu mencukupi kondisi eksisting
atau mengurangi kelayakan kualitas hidup masyarakat. Hal lain yang juga patut
diperhatikan yaitu berkurangnya fungsi lingkungan hidup sebagai pengatur air dan
mitigasi bencana banjir, menyebabkan kondisi DKI Jakarta rentan terhadap ancaman
keselamatan masyarakat dan risiko kerugian investasi secara periodik.

PROFIL JASA LINGKUNGAN HIDUP. Mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut,
kajian ini menitikberatkan pembahasan pada 4 (empat) profil jasa lingkungan hidup yaitu
Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air, Pengatur Air, Pengatur Kualitas Udara
dan Pengatur Mitigasi Banjir. Pertimbangan analisanya berbasis pada 5 (lima) Wilayah
DAS sebagai wilayah fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kecenderungan
perubahan kinerja keempat jasa lingkungan hidup dalam cakupan yang lebih luas.
Dengan harapan, strategi kebijakan yang disusun tidak hanya melihat kondisi secara
parsial di dalam wilayah administrasi DKI Jakarta saja, tetapi pada wilayah
fungsionalnya yang erat ketergantungan satu sama lainnya.

Profil 4 (empat) kinerja jasa lingkungan hidup di DKI Jakarta pada tahun 2018
ditampilkan melalui peta dan diagram berikut dan secara mendalam dibahas pada
subbab 4.2.1 sampai 4.2.4.
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A. JASA LINGKUNGAN HIDUP PENYEDIA AIR

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta menunjukkan dominasi
kelas kinerja rendah (warna orange), sangat rendah (warna merah), dan sedang (warna
kuning).

0,90%, 1,93%,
Sangat Tinggi Tinggi

27,37%, 21,15%,

Sangat Rendah

Kinerja JLH Penyedia Air Tahun 2018
m Sangat Tinggi = Tinggi Sedang = Rendah =Sangat Rendah

Sebaran kinerja rendah membentang dari selatan hingga ke tengah wilayah
Jakarta. Sementara, dari tengah hingga utara wilayah Jakarta didominasi oleh kinerja
sangat rendah. Hal ini mengindikasikan fungsi penyediaan air di wilayah Jakarta secara
keseluruhan memang sudah rendah. Wilayah yang berpotensi krisis terhadap
penyediaan air berada di area utara Jakarta. Tidak lain kondisi ini terjadi diakibatkan dari
besarnya alokasi penggunaan lahan berupa permukiman/lahan terbangun. Meskipun
memiliki akses air bersih, pada kenyataannya masyarakat di wilayah utara lebih memilih
menggunakan air isi ulang karena kualitas air yang didistribusikan melalui perpipaan
berlumpur dengan debit yang terlalu kecil. Terlebih kualitas air tanahnya sudah tercemar
berat di 9 kelurahan? di lima kecamatan, yaitu kecamatan Cilicing, Koja, Pademangan,
Tanjung Priuk dan Penjaringan

Luas klasifikasi Kinerja Jasa
Lingkungan Hidup Penyedia Air di
Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
pada tabel berikut.

Klasifikasi Luas %
Indeks JLH (Ha)

575 0,90%
Tinggi 1.231 1,93%
Sedang 13.501 21,15%

31.062 48,65%
17.474 27,37%
63.843 100%

1 http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-air-tanah-di-dki-jakarta-tahun-2018/
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B. JASA LINGKUNGAN HIDUP PENGATUR AIR

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air kelas rendah (warna orange)
mendominasi 86,17% wilayah DKI Jakarta.
0,94%, 3,64%,

Sangat Tinggi Tinggi 9,24%,
Sedang

86,17%,
Rendah

Kinerja JLH Pengatur Air Tahun 2018
m Sangat Tinggi = Tinggi ~ Sedang = Rendah = Sangat Rendah

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air merupakan representasi fungsi tata
air seperti untuk infiltrasi dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan
fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan
discharge. Dalam peta penggunaan lahan/pemanfaatan lahan skala detil, diperkirakan
DKI Jakarta telah memanfaatkan 78% wilayahnya untuk pengembangan perkotaan
sebagai lahan terbangun. Artinya, fungsi sebagai area resapan berkurang namun fungsi
sebagai tata air melalui fasilitas drainase masih cukup baik. Meskipun sebagian besar
wilayah DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai lahan terbangun, tidak serta merta membuat
kinerja pengaturan airnya pada kelas sangat rendah. Sebagian wilayah di perbatasan
timur Jakarta menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi karena wilayah tersebut
masih berupa sawah/kebun campur. Area sawah/kebun campur tersebut berpotensi
akan mengalami alih guna lahan mengingat pola ruang di wilayah tersebut dialokasikan
sebagai perumahan. Hal tersebut akan berakibat pada penurunan kelas kinerja
pengaturan air.

|| LUAS Klasifikasi Kinerja Jasa
Lingkungan Hidup Pengatur Air di
Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
pada tabel berikut.

Klasifikasi Luas %
Indeks JLH (Ha)
603 0,94%

2.327  3,64%
5.900 9,24%
55.013 86,17%

0 0,00%
Total 63.843 100%
KAJIAN
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C. JASA LINGKUNGAN HIDUP PENGATUR KUALITAS UDARA

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara sangat erat kaitannya
dengan ketersediaan ruang hijau. Ruang hijau ini dimaksudkan sebagai taman, hutan
kota, hutan wisata, atau fungsi lain seperti kebun binatang atau taman makam.
Keberadaan ruang-ruang tersebut menjamin teralokasinya sebagian wilayah untuk
pertumbuhan tanaman, dalam rangka mendukung keberlangsungan siklus pemulihan
kualitas udara secara alami. Pada kenyataannya, saat ini ruang penggunaan lain yang
teralokasi untuk ruang hijau, danau, kebun, rawa, situ dan lainnya hanya 14,59% dari
luas wilayah DKI Jakarta. Bahkan persentase luasan tersebut berpotensi menurun ke
depannya karena rencana pola ruang DKI Jakarta hanya mengalokasikan 13,55% 2dari
luas wilayah DKI Jakarta untuk ruang penggunaan lain.

Sejalan dengan pernyataan
di atas, diagram di samping
menunjukkan bahwa pada
tahun 2018 kinerja Jasa
Lingkungan Hidup Pengatur
Kualitas Udara DKI Jakarta \
didominasi kelas sangat ™
rendah (warna merah) dan
rendah (warna orange).

47,80%,
Sangat Rendah

Kinerja JLH Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018
= Sangat Tinggi = Tinggi Sedang = Rendah = Sangat Rendah

Sebaran kinerja sangat rendah dan rendah membentang hampir sama rata
membagi wilayah selatan i tengah dan tengah i utara Jakarta. Pada dasarnya, tipologi
penutup lahan dari selatan ke utara tidak berbeda yakni untuk perumahan atau lahan
terbangun. Namun demikian, perbedaan kinerja antara selatan dan utara terlihat karena
batasan bentang alam di bagian selatan lebih banyak berupa dataran fluviovulkanik dan
fluvial. Tipologi bentang alam ini hanya dapat mendukung tipe vegetasi terna, yang
mana fungsi pengatur kualitas udaranya jauh lebih rendah dibandingkan vegetasi hutan.

2 RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030)
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Luas klasifikasi Kinerja Jasa
Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas
Udara di Provinsi DKI Jakarta dapat
dilihat pada tabel berikut.

Klasifikasi Luas %
Indeks JLH (Ha)

129 0,20%
Tinggi 418 0,65%
Sedang 2.399 3,76%

30.380 47,59%
30.517 47,80%
= Total 63.843 100%

D. JASA LINGKUNGAN HIDUP PENGATUR MITIGASI BANJIR

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banijir erat kaitannya dengan
fungsi pengaturan air, namun lebih condong pada peran wilayah sebagai resapan.
Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir di DKI Jakarta juga didominasi
kelas rendah (warna orange) dan sangat rendah (warna merah).

29,48%,
Sangat Rendah

64,74%,
Rendah

Kinerja JLH Pengatur Mitigasi Banjir Tahun 2018
m Sangat Tinggi = Tinggi Sedang = Rendah = Sangat Rendah

Dari peta di bawah terlihat bahwa sebaran kinerja sangat rendah menghampar
di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi
bentang alam. Tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial
sangat landai, dan dataran banjir merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air
sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat
rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluviovulkanik
menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih
baik dibandingkan tipologi dataran lain. Sebenarnya dataran fluviovulkanik ini dapat
dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari
hulu ke hilir. Sayangnya, area selatan ini sudah teralihkan hampir merata untuk
perumahan/lahan terbangun. Inilah yang menyebabkan nilai kinerja pengaturan mitigasi
bencana banjir menjadi rendah.
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Luas klasifikasi Kinerja Jasa
Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi
Banjir di Provinsi DKI Jakarta dapat
dilihat pada tabel berikut.
Klasifikasi Luas %
Indeks JLH (Ha)
...... O O’OO%
0 0,00%
3.688 5,78%
VVVVVV 41.332  64,74%
18.823 29,48%
Total 63.843 100%

Mencermati profil jasa lingkungan hidup di atas, dapat disimpulkan bahwa DKI
Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan kondisi lingkungan eksisting untuk memenubhi
kebutuhannya terutama dari sisi penyediaan air secara berkelanjutan, pengaturan
kualitas udara, dan mitigasi bencana banjir. Pada kondisi yang demikian, mengharuskan
DKI Jakarta melakukan identifikasi potensi Kerjasama Antar Daerah dengan daerah
yang paling bersinggungan dan mempengaruhi Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini
merupakan profil keempat kinerja jasa lingkungan hidup yang paling bersinggungan
dengan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan cakupan wilayah fungsional.

Kinerja JLH Penyedia Air dalam

i . Kinerja JLH Pengatur Air dalam
cakupan wilayah fungsional

cakupan wilayah fungsional

Kinerja JLH Pengatur Mitigasi
Banjir dalam cakupan wilayah
fungsional

Kinerja JLH Pengatur Kualitas
Udara dalam cakupan wilayah
fungsional
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Dengan mengamati peta di atas, dapat disimpulkan bahwa kota satelit di sekitar
Provinsi DKI Jakarta juga mulai mengalami permasalahan yang sama. Wilayah-wilayah
dengan sebaran warna kuning dan hijau hendaknya dipertahankan kinerjanya melalui
investasi infrastruktur ekologi. Memahami hal ini, maka diperlukan perencanaan
terintegrasi dan pengelolaan terpadu antara ibukota negara dengan kota-kota satelitnya.

Kecenderungan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup. Berdasarkan analisis
kecenderungan kinerja jasa lingkungan hidup, dari tahun 2009 hingga 2018 keempat
jasa lingkungan hidup di atas cenderung mengalami penurunan kinerja. Penurunan
kinerja tersebar paling banyak di sekitar perbatasan Provinsi DKI Jakarta dengan
Provinsi Jabar dan Banten (periksa peta di bawah, sebaran penurunan kinerja jasa
lingkungan hidup ditandai dengan warna merah muda).

5

Kecenderungan Kinerja JLH Penyedia Kecenderungan Kinerja JLH Pengatur
Air dalam cakupan wilayah fungsional Air dalam cakupan wilayah fungsional

Kecenderungan % Luas Kecenderungan % Luas
20,76% 12,09%
Tetap 76,97% Tetap 83,85%
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Kecenderungan Kinerja JLH Pengatur Kecenderungan Kinerja JLH Pengatur

Kualitas Udara dalam cakupan Mitigasi Banjir dalam cakupan wilayah
wilayah fungsional fungsional
Kecenderungan % Luas Kecenderungan % Luas
4,79% 4,91%
17,67% 15,97%
Tetap 77,54% Tetap 79,11%
KAJIAN
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Kecenderungan kinerja diindikasikan dari perbandingan persentase meningkat
dan menurun. Dari peta di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keempat jasa
lingkungan hidup cenderung menurun dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Penurunan
kinerja jasa lingkungan hidup paling signifikan tersebar di luar wilayah administrasi DKI
Jakarta. Hal ini berarti perubahan pola pemanfaatan lahan di kota satelit cukup masif
dalam kurun waktu 9 tahun. Proporsi terbesar penurunan kinerja jasa lingkungan hidup
dipengaruhi oleh alih guna lahan menjadi permukiman/lahan terbangun, sebagaimana
diidentifikasi di bawabh ini:

Kinerja JLH
Penyedia Air

Identifikasi berdasarkan hasil analisis spasial

Penurunan kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air sebesar
20,76% berkaitan paling banyak dengan perubahan pemanfaatan
lahan dari tahun 2009 hingga 2018 menjadi permukiman/lahan
terbangun sebanyak 9,61%.

Apabila memperhatikan dominasi perubahan lahan secara lebih
rinci maka didapatkan tiga urutan teratas perubahan sebagai
berikut:

1. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi permukiman/lahan terbangun sebesar 4,25%
(32.029 Ha)

2. Sawah menjadi permukiman/lahan terbangun sebesar
3,52% (26.576 Ha)

3. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi sawah sebesar 2,80% (21.125 Ha)

Pengatur Air

Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air mengalami penurunan
sebesar 12,09% berkaitan paling banyak dengan perubahan
pemanfaatan lahan dari tahun 2009 hingga 2018 menjadi
permukiman/lahan terbangun sebanyak 9,61%.

Apabila memperhatikan dominasi perubahan lahan secara lebih
rinci maka didapatkan tiga urutan teratas perubahan sebagai
berikut:

1. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi permukiman/lahan terbangun sebesar 4,25%
(32.029 Ha)

2. Sawah menjadi permukiman/lahan terbangun sebesar
3,52% (26.576 Ha)

3. Hutan lahan kering primer menjadi hutan lahan kering
sekunder/bekas tebangan sebesar 1,30% (9.796 Ha)

Pengatur
Kualitas Udara

Penurunan kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air sebesar
17,67% berkaitan paling banyak dengan perubahan pemanfaatan
lahan dari tahun 2009 hingga 2018 menjadi permukiman/lahan
terbangun sebanyak 6,06%.

Apabila memperhatikan dominasi perubahan lahan secara lebih
rinci maka didapatkan tiga urutan teratas perubahan sebagai
berikut:
1. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi permukiman/lahan terbangun sebesar 4,25%
(32.029 Ha)
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Kinerja JLH Identifikasi berdasarkan hasil analisis spasial
2. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi pertanian lahan kering sebesar 4,23% (31.895
Ha)
3. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi sawah sebesar 2,80% (21.125 Ha)

Pengatur Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air mengalami penurunan
Mitigasi Bencana sebesar 15,97% berkaitan paling banyak dengan perubahan
Banjir pemanfaatan lahan dari tahun 2009 hingga 2018 menjadi

permukiman/lahan terbangun sebanyak 6,06%.

Apabila memperhatikan dominasi perubahan lahan secara lebih
rinci maka didapatkan tiga urutan teratas perubahan sebagai
berikut:

1. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi permukiman/lahan terbangun sebesar 4,25%
(32.029 Ha)

2. Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
menjadi sawah sebesar 2,80% (21.125 Ha)

3. Semak belukar menjadi pertanian lahan kering campur
semak/kebun campur sebesar 1,46% (11.028 Ha)

Prakiraan terburuk dari perubahan pola pemanfaatan ruang secara business as
usual adalah potensi meningkatnya frekuensi dan skala dampak bencana
hidrometeorologi. Jika tidak ada pengendalian perencanaan secara terintegrasi dan
terpadu antara ibukota negara dan kota satelit, maka dikhawatirkan efek domino akan
bermunculan mengikuti frekuensi kejadian bencana seperti kerugian investasi,
terancamnya keselamatan masyarakat, rendahnya pemenuhan kebutuhan terhadap
kualitas hidup layak.

DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG AIR. Secara eksplisit SK MenLHK No.
297/Menlhk/ Setjen/PLA.3/4/2019 mengarahkan penentuan status daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup berbasis kinerja jasa lingkungan hidup fokus terhadap
fungsi penyedia air. Oleh sebab itu, pembahasan kajian D3TLH DKI Jakarta lebih fokus
pada penentuan status daya dukung dan daya tampung air berbasis jasa lingkungan
hidup penyedia air. Metode perhitungan daya dukung dan daya tampung air
memanf aat kan s i(sas@0h618 m?) udtukdnendiStrdbusikan ketersediaan
dan kebutuhan air sehingga mendapatkan neracanya. Pada dasarnya setiap metodologi
memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk pemanfaatan sistem grid ini. Sistem grid
merupakan perhitungan closed system dalam satu potongan grid, metode ini tidak dapat
memperhitungkan aliran perpindahan materi dari dan/atau ke grid lain. Tetapi sistem
grid memungkinkan perhitungan secara spasial dengan perbedaan skala informasi.

Perhitungan ketersediaan air Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada perhitungan
distribusi debit air andalan (80%) dari 5 (lima) Wilayah DAS yaitu Ciliwung, Cisadane
Hilir Bendung Pasarbaru, Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru, Citarum Hilir, dan
Kepulauan Seribu. Proses distribusi debit air tersebut memanfaatkan proporsi sebaran
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indeks jasa lingkungan hidup penyedia air pada wilayah fungsional. Sementara,
perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua kategori yaitu kebutuhan air untuk
kegiatan domestik dan kegiatan perekonomian berbasis lahan. Kebutuhan domestik
dihitung berdasarkan data penduduk Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2019.
Sedangkan, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan luas penutup lahan dengan skala
pendetilan hingga jenis kegiatan seperti fasilitas umum, kawasan industri, perumahan,
ruang terbuka hijau, perkantoran/perdagangan/jasa, pertanian/perikanan/peternakan
dan lain-lain. Data luas penutup lahan bersumber dari peta penggunaan lahan DKI
Jakarta tahun 2018 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil
perhitungan daya dukung dan daya tampung air Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai
berikut.

A. KETERSEDIAAN AIR

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perhitungan ketersediaan air
menggunakan basis debit air andalan dari 5 (lima) Wilayah DAS.

106°300°E 10790E 107°300E

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI
DKIJAKARTA
KETERSEDIAAN AIR
WILAYAH FUNGSIONAL (SWD)

N
SKALA 1:844.371

S I manunjckkan skaa sanyasan cotak dalam
omathesas A4 Semeriaca akais noman peta

Sistem Proyeksi : Transvere Mercator,
WGS 1984 UTM Zone 48°S.

Legenda

o Bt Proving:

Ketersediaan Air (m3/tahun)
0,0 - 9494,07

I 9494,08 - 16342,86

I 16342,87 - 20623,73

fane Hulu Bd P N 20623,74 - 42312,09

_g I 42312,10 - 10360148

WD Cisad

BANTEN

106°300°E 107°00°E 107°300°E

Sesuai data yang tersedia, informasi debit air bersumber dari penetapan Wilayah
Sungai oleh Kementerian PU Tahun 2016. Total ketersediaan air pada wilayah
fungsional ditampilkan pada tabel berikut.
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Tabel Ketersediaan Air pada Wilayah Fungsional

Wilayah DAS - WD (wilayah fungsional) Ketersediaan Air
m3/tahun
WD Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru 2.065.825.816
WD Citarum Hilir 1.890.981.644
WD Ciliwung 1.650.778.439
WD Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru 432.605.843
WD Kepulauan Seribu 2.678.700
Total Ketersediaan Air 5 WD 6.042.870.443

Produktivitas ketersediaan air permukaan paling tinggi adalah Wilayah DAS
Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru. Sementara yang terendah berada pada Wilayah
DAS Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru dan Wilayah DAS Kepulauan Seribu.
Ketersediaan air pada WD Cisadane Hulu akan mempengaruhi sungai-sungai yang
mengalir di sebelah barat Jakarta. Beberapa diantaranya dijadikan sebagai sumber air
baku untuk pengolahan air bersih Jakarta yaitu Sungai Krukut dan Cengkareng Drain.
Untuk wilayah kepulauan, ketersediaan air permukaannya didukung dari kinerja Wilayah
DAS Kepulauan Seribu.

Berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan ketersediaan air permukaan yang
masuk wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta adalah 280.571.915 m3/tahun untuk
wilayah daratan. Nilai total ketersediaan tersebut kemudian didistribusikan
menggunakan indeks jasa lingkungan hidup penyedia air mengacu pada data penutup
lahan/penggunaan lahan skala detil. Sebaran pendistribusian ketersediaan air dapat
dilihat pada peta berikut.
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Ketersediaan air di wilayah daratan DKI Jakarta = 280.571.915 m3/tahun
Ketersediaan air di wilayah kepulauan DKI Jakarta = 2.678.700 m3/tahun
Total ketersediaan air Provinsi DKI Jakarta = 283.250.615 m3/tahun

Ketersediaan air wilayah kepulauan mengikuti data tabular dari Kementerian PU
yaitu 2.678.700 m3/tahun. Distribusi ketersediaan air wilayah kepulauan tidak dapat
dilakukan secara spasial karena informasi data penggunaan lahan skala detil tidak
tersedia.

Peta di atas menunjukan sebaran distribusi ketersediaan air paling rendah
berada di wilayah administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sedangkan, kantong-
kantong ketersediaan yang cukup besar tersebar di wilayah administrasi Jakarta Utara,
Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, terutama bagian perbatasan dengan Kabupaten
Bekasi. Hal yang wajar terjadi karena wilayah-wilayah tersebut terbagi oleh Sungai
Ciliwung dengan batas Wilayah DAS (WD) yang berbeda. Jakarta Barat dan Jakarta
Selatan dipengaruhi oleh WD Cisadane Hulu, sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Pusat
dan Jakarta Timur dipengaruhi oleh WD Ciliwung dan WD Citarum Hilir.

B. KEBUTUHAN AIR

Kebutuhan air secara keseluruhan untuk Provinsi DKI Jakarta mencapai
1.650.486.049 md/tahun, dimana 1.528.549.628 m3/tahun merupakan kebutuhan air
untuk kegiatan domestik dan 121.936.421 m3/tahun merupakan kebutuhan air untuk
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kegiatan perekonomian berbasis ekonomi. Sebaran kebutuhan air untuk wilayah
daratan dapat dilihat pada peta berikut.

DINAS LINGKUNGAN HDUP
Kab, Tangerang @ PEMERINTAH PROVINS!
DKIJAKARTA

KEBUTUHANAIR
DKI JAKARTA

BANTEN
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Kebutuhan air di wilayah daratan DKI Jakarta = 1.646.963.069 m3/tahun
Kebutuhan air di wilayah kepulauan DKI Jakarta = 3.522.980 m3/tahun
Total kebutuhan air Provinsi DKI Jakarta = 1.650.486.049 m3/tahun

Sebaran kebutuhan air di wilayah daratan menunjukkan kebutuhan air terbesar
adalah kota administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Hal ini tentu
berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Jakarta Timur dan Jakarta
Barat memang memiliki jumlah penduduk terbesar. Berbeda dengan Jakarta Pusat
jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan Jakarta Selatan dan Utara, namun
tingginya tingkat kepadatan di Jakarta Pusat dikarenakan luasan wilayahnya yang relatif
kecil. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan air pada satu area di Jakarta Pusat
menjadi tinggi.

Perhitungan kebutuhan air wilayah kepulauan didasarkan pada asumsi
keseluruhan kebutuhan air hanya digunakan untuk memenuhi kegiatan domestik.
Artinya, tidak ada pertimbangan kebutuhan untuk kegiatan pertanian, perikanan,
perkebunan, ruang hijau, perkantoran/perindustrian besar dan lain-lain. Luas kepulauan
yang kecil dan tingginya minat pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu merupakan hal
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yang mendasari asumsi tersebut. Oleh karena itu, Kepulauan Seribu hanya dioptimalkan
untuk pemenuhan dasar kegiatan domestik perkotaan metropolitan.

Proporsi kebutuhan air untuk keseluruhan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat
pada diagram berikut.

K e b u t u h an A| r Fasilitas Kesehatan; 0,02%

Fasilitas Pemerintahan,0,07%
Fasilitas Pendidikan; 0,25%
Fasilitas Peribadatan; 0,02%

Prasarana Transportasi; 0,22%

Kawasan Industri; 2,89%

Domestik; 92,61% Perkantoran/Perdagangan/Jasa;
™ 0,29%

Pertanian; 1,45%

Peternakan; 0%

Perikanan; 0%
- Ruang Terbuka Hijau; 0,62%

Lahan 7,39%

L Lain-lain; 1,56%

Tabel Kebutuhan Air

Keterangan Kegiatan Kebutuhan Air (m3/tahun)
Kegiatan Domestik 1.528.549.628
Kegiatan Perekonomian Berbasis Lahan, meliputi: 121.936.421
1. Fasilitas Kesehatan 277.473
2. Fasilitas Pemerintahan 1.180.379
3. Fasilitas Pendidikan 4.150.538
4. Fasilitas Peribadatan 292.766
5. Prasarana Transportasi 3.627.919
6. Kawasan Industri 47.716.934
7. Perkantoran/Perdagangan/Jasa 4.749.223
8. Pertanian 23.916.116
9. Peternakan 1.644
10. Perikanan 60.882
11. Ruang Terbuka Hijau 10.184.988
12. Lain-lain 25.777.559
Total 1.650.486.049

Proporsi kebutuhan air terbesar yaitu 92,61% digunakan untuk memenubhi
kegiatan domestik, dalam hal ini kegiatan rumah tangga. Tidak mengherankan karena
pada tahun 2018 jumlah penduduk DKI Jakarta diperkirakan mencapai 10.467.630 jiwa.
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C. STATUS INDIKATIF DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG AIR

Setelah mencermati hasil perhitungan neraca ketersediaan dan kebutuhan air,
dapat diindikasikan bahwa secara agregat Daya Dukung & Daya Tampung Provinsi DKI
Jakarta telah terlampaui. Ketersediaan air yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan
air terutama untuk wilayah daratan.

DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG
PENYEDIA AIR
DKI JAKARTA

STATUS D3TLH AIR
BELUM TERLAMPAUI
I TERLAMPAUI

Kota Bekasi

Kota Tangerang Selatan JAWA BARAT

7 Tangerang
{

i

e

Kab. Bogor

ot . ok
4 el TAHUN 2019

Berdasarkan Peta Status Daya Dukung & Daya Tampung Air di atas, terlihat
bahwa wilayah terlampaui (warna merah) tersebar merata di seluruh wilayah daratan
DKI Jakarta. Wilayah dengan kondisi surplus air atau belum terlampaui (warna kuning)
hanya sekitar 2% (1.403 Ha) dari luas wilayah daratan DKI Jakarta. Sementara, sekitar
98% (63.944 Ha) luas wilayah daratan DKI Jakarta diindikasikan defisit air atau daya
dukung dan daya tampung air sudah terlampaui. Defisit air permukaan di wilayah
daratan diperkirakan mencapai (-) 1.366.391.154 m3/tahun.

Untuk wilayah kepulauan, keterbatasan pada ketersediaan peta dasar penutup
lahan/penggunaan lahan skala detil menjadi kendala dalam melakukan analisis spasial.
Wilayah kepulauan tidak memiliki data yang detil dan seimbang seperti wilayah daratan.
Alternatif perhitungan status daya dukung dan daya tampung Kepulauan Seribu
dilakukan dengan cara tabular berdasarkan jumlah penduduk dan data debit wilayah
DAS Kepulauan Seribu. Keterbatasan cara tabular yaitu tidak dapat menampilkan
sebaran wilayah yang diperkirakan daya dukung airnya terlampaui. Secara keseluruhan,
status daya dukung & daya tampung air di Kepulauan Seribu telah terlampaui.
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Diperkirakan terdapat defisit ketersediaan air permukaan sebanyak (-) 844.280
m3/tahun. Dalam kondisi krisis ketersediaan air yang demikian, memerlukan pendekatan
dari sisi pengembangan teknologi untuk dapat mendukung pelayanan pemenuhan air
bersih bagi penduduk lokal. Apabila Kepulauan Seribu masih tetap diprioritaskan untuk
objek wisata, maka diperlukan strategi yang berimbang antara jumlah
wisatawan/pendatang non-permanen yang ditargetkan dengan ketersediaan fasilitas
minimum yang seharusnya tersedia, terutama berkaitan dengan akses air bersih dan
sanitasi.

Kotak Informasi 1.
Mengapa terjadi perbedaan luas total wilayah daratan pada shapefile analisis Jasa Lingkungan
Hidup dan Status Daya Dukung & Daya Tampung Air?

Perbedaan luas wilayah kajian selama proses analisis spasial menggunakan software ArcGIS
merupakan hal yang lumrah terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu perbedaan batas deliniasi
peta-peta dasar seperti wilayah administrasi provinsi, administrasi kota, peta penutup lahan, peta
bentang alam, dan perbedaan skala informasi.

Dalam kajian ini, luas total wilayah daratan untuk analisis jasa lingkungan hidup adalah 63.843 Ha,
sedangkan luas total wilayah daratan untuk analisis status daya dukung dan daya tampung air adalah
65.347 Ha. Luas wilayah analisis jasa lingkungan hidup lebih kecil dikarenakan overlay antara tiga peta
peta bentang alam, peta vegetasi alami, dan peta penutup lahan/penggunaan lahan skala detil telah
menyisakan deliniasi yang berbeda dengan deliniasi batas administrasi provinsi. Sehingga terdapat spot-
spot yang tidak terdefinisi di sekitar perbatasan provinsi DKI Jakarta. Sementara, analisis daya dukung
& daya tampung air dianalisis berdasarkan data dasar batas administrasi provinsi.

D. AMBANG BATAS PENDUDUK

Perhitungan ambang batas penduduk didasarkan pada asumsi penggunaan air
domestik perkotaan metropolitan berdasarkan SNI 6728.1-2015 vyaitu 200
liter/kapita/hari atau 73 md/tahun. Angka asumsi tersebut dikalikan 2 sebagai faktor
koreksi penggunaan air. Baik untuk wilayah daratan dan kepulauan digunakan
pendekatan asumsi yang sama sebagai metropolitan. Hal ini dikarenakan sebagian
besar wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu berasal dari daratan utama DKI
Jakarta sebagai penduduk metropolitan. Memperhatikan fakta tersebut, dapat
diperkirakan bahwa gaya hidup dan budaya konsumsi terhadap air atau pangan sebagai
penduduk metropolitan pun akan terbawa selama berwisata.

Selain itu, prioritas utama pembangunan wilayah daratan dan kepulauan DKI
Jakarta bukanlah sebagai penghasil pangan atau produk pertanian sehingga
penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan perikanan darat sangat kecil
dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk kegiatan permukiman/lahan terbangun.
Hal-hal tersebut yang mendasari perhitungan ambang batas penduduk, - dalam hal ini
jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air permukaan saat ini -, hanya
mempertimbangkan kebutuhan air dari sisi pemenuhan kegiatan domestik.
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Berdasarkan klasifikasi wilayah perkotaan metropolitan, maka ambang batas penduduk yang dapat
didukung dengan ketersediaan air permukaan yang ada adalah 1.939.929 jiwa (berdasarkan hasil
perhitungan) atau disetarakan dengan

Ambang batas penduduk untuk wilayah daratan adalah 1.921.582 jiwa, sementara untuk wilayah
Kepulauan Seribu adalah 18.347 jiwa. Dengan kondisi jumlah penduduk saat ini 10.467.630 jiwa
(menurut data Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2019), perbandingan ambang batas dengan
populasi saat ini menunjukkan hanya sekitar 18,5% penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan
air permukaan (berdasarkan data debit air wilayah DAS dari PU tahun 2016). Dan selebihnya harus
dipenuhi dengan altenatif sumberdaya air lain.

Kab. Tangerang

AMBANG BATAS PENDUDUK
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Berdasarkan Peta Sebaran Ambang Batas di atas, dapat disimpulkan wilayah yang
masih memungkinkan untuk mendukung ketersediaan air bagi kegiatan domestik
tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Apabila
memperhatikan beban kebutuhan airnya, wilayah Jakarta Pusat termasuk wilayah
dengan beban kebutuhan air yang tinggi. Dengan kata lain, kepadatan penduduk di
wilayah tersebut sudah tinggi.

Maka arahan migrasi penduduk atau arahan penataan pengembangan kawasan
permukiman/lahan terbangun dapat dialokasikan ke wilayah Jakarta Timur dan Jakarta
Utara, terutama pada area-area dengan beban kebutuhan air rendah. Tentunya akan
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diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kebutuhan ruang permukiman untuk
melaksanakan skema penyebaran penduduk ke wilayah timur dan utara. Di lain sisi,
diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang agar distribusi penduduk tidak
menyebabkan penurunan kinerja jasa lingkungan hidup secara signifikan.

Kotak Informasi 2.
Mengapa perhitungan ambang batas penduduk DKI Jakarta yang dapat didukung ketersediaan
air permukaan jauh lebih sedikit dari jumlah penduduk saat ini?

Berdasarkan status daya dukung dan daya tampung airnya, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta
mengindikasikan kebutuhan air telah melampaui batasan ketersediaan air permukaannya. Walaupun
tanpa melalui modelling spasial dan matematis, kondisi krisis air nyata dirasakan masyarakat di seluruh
bagian wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang cukup dramati, tetapi
masih mampu memenuhi kebutuhan air mereka melalui berbagai cara alternatif, dari ekstraktif air tanah
berlebihan, pembelian air isi ulang, pengambilan sumber air dari luar provinsi, upaya pemanfaatan air
daur ulang dan sebagian lainnya dari layanan pengolahan sumber air permukaan lokal.

Oleh karena itu, perhitungan ambang batas penduduk pada kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui
seberapa besar populasi penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air permukaan lokal. Kondisi
ini berbeda dengan daerah lain yang mungkin belum menunjukkan indikasi status daya dukung air
terlampaui, sementara pembangunannya diprioritaskan untuk investasi sektor pertanian, perkebunan,
atau perikanan. Dalam kondisi yang demikian, maka perhitungan ambang batas penduduk dimaksudkan
untuk memperkirakan seberapa besar potensi sumber daya air permukaan dalam mendukung
penambahan jumlah populasi dan rencana kegiatan berbasis lahan. Informasi-informasi tersebut dapat
menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan yang akan diambil.
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Wilayah DAS i WD
(wilayah fungsional)
Cisadane Hilir Bd Psrbaru
Citarum Hilir

Ciliwung

Cisadane Hulu Bd Psrbaru
Kepulauan Seribu

Total

Ketersediaan Air

(m®/tahun)
2.065.825.816
1.890.981.644
1.650.778.439

432.605.843
2.678.700
6.042.870.443

Wilayah Administrasi

(Kota/Kabupaten)

Ketersediaan Air

Tabel Ringkasan Status D3T Air Provinsi DKI Jakarta

Volume (m3/tahun)
Kebutuhan Air

Selisih

BT*

Luas D3T Air (Ha)

Terlampaui

Ambang

Batas**

Indikasi
Status
D3T Air

DKI Jakarta

Domestik

Lahan

(iwa)

JAKARTA BARAT 22.768.332 373.756.350 19.059.275 392.815.625 - 370.047.293 26 12.733 155.905 Terlampaui
JAKARTA TIMUR 118.343.391 425.893.680 34.105.062 459.998.742 - 341.655.351 817 18.126 810.575 Terlampaui
JAKARTA SELATAN 41.371.172 328.006.666 12.861.632 340.868.298 - 299.497.126 14 14.806 283.342 Terlampaui
JAKARTA UTARA 75.222.527 262.330.610 51.443.757 313.774.367 - 238.551.840 543 13.505 515.119 Terlampaui
JAKARTA PUSAT 22.866.493 135.039.342 4.466.695 139.506.037 - 116.639.544 2 4.775 156.641 Terlampaui
KEPULAUAN SERIBU 2.678.700 3.522.980 - 3.522.980 - 844.280 N/A N/A 18.347 Terlampaui
TOTAL 283.250.615 | 1.528.549.628 121.936.421 | 1.650.486.049 | - 1.367.235.433 1.402 63.995 1.939.929

Keterangan:

) BT:BelumTer | ampaui 0, ondsedimana&dteessediadn air lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Se ment ar a

kondisi dimana ketersediaan air belum dapat memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan domestik dan lahan.
**) Ambang Batas: Jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung dengan ketersediaan air permukaan yang ada. Dihitung berdasarkan nilai ketersediaan air
dibagi dengan angka Kebutuhan Air Domestik Perkotaan Metropolitan (73 m®kapita/tahun x faktor koreksi 2 = 146 m®/kapita/tahun).
I N/A: data tidak tersedia sehingga tidak dapat dianalisis.

ATerl ampaui 0
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REKOMENDASI. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk beradaptasi, mengurangi
potensi kerugian akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup, atau bahkan
memperbaiki kondisi lingkungan hidup itu sendiri. Sebagaimana diamanatkan dalam UU
No. 32 / 2009 pasal 12 ayat (2), rekomendasi dirumuskan dengan memperhatikan tiga
aspek outcome berikut ini:

(a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
(b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
(c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Proses perumusan rekomendasi Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundangan. Dalam kajian
ini, rekomendasi dirumuskan berdasarkan faktor-faktor pendorong terjadinya penurunan
kinerja jasa lingkungan hidup yang menyebabkan status daya dukung air terlampaui.
Identifikasi faktor pendorong beserta rumusan rekomendasi diilustrasikan melalui bagan
sebagai berikut:

FAKTOR PENDORONG REKOMENDASI
v Histori DKI Jakarta 1. Sebagai magnet urbanisasi Pengendalian pemanfaatan
berkembang dari hub menjadikan populasi and
perdagangan pesisir penduduk lokal dan
v Ditetapkan sebagai ibukota commuter meningkat. Pengendalian pencemaran
negara

lingkungan hidu
v Pusat investasi dan prioritas e >

pembangunan infrastruktur

v Pemicu perkembangan kota- 9 EamenEeten Ehem Pengalokasian investasi
kota satelit Bodetabekpunjur dioptimalkan untuk infrastruktur ekologi
permukiman dan lahan
v Penataan kota tidak optimal terbangun .
berkembang dari tatanan 3. Ruang hijau dan ruang ::g;;realct):::z;dsuumber daya air
permukiman terdahulu resapan berkurang

Upaya mitigasi bencana untuk
menjamin keselamatan
4. Beban cemaran terhadap masyarakat
lingkungan meningkat
5. Penurunan fungsi LH &

v' Kondisi bentang alam
(morfologi) sebagai wilayah
delta yang rentan banjir

Penguatan pembangunan non

v" Budaya majemuk sebagai kemampuan D3TLH tidak struktural untuk meningkatkan
kota metropolitan menjadikan berimbang dengan proses mutu hidup masyarakat
DKI Jakarta sangat terbuka pemulihannya
terhadap perubahan gaya 6. Frekuensi bencana Optimalisasi sektor bisnis &
hidup. meningkat jasa berbasis kemasyarakatan

Histori peran wilayah, prioritas kebijakan, kondisi bentang alam, dan gaya hidup
masyarakat metropolitan telah memberikan tekanan terbentuknya enam faktor
pendorong terjadinya berbagai permasalahan di Provinsi DKI Jakarta.

KAJIAN ..
Daya Dukung & Daya Tampunigingkungan Hidup | XX
PROVINSI DKI JAKARTA



- — el

Enam faktor pendorong tersebut yaitu:

1. DKI Jakarta sebagai magnet urbanisasi yang menjadikan populasi penduduk
lokal dan commuter meningkat

Pemanfaatan lahan dioptimalkan untuk permukiman dan lahan terbangun
Ruang hijau dan ruang resapan berkurang

Beban cemaran terhadap lingkungan meningkat

Penurunan fungsi LH & kemampuan D3TLH tidak berimbang dengan proses
pemulihannya

6. Frekuensi bencana meningkat

a0

Respon terhadap enam faktor pendorong di atas dirumuskan dalam tujuh rekomendasi
sebagai berikut:

Pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Pengalokasian investasi infrastruktur ekologi

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu

Upaya mitigasi bencana untuk menjamin keselamatan masyarakat
Penguatan pembangunan non struktural untuk meningkatkan mutu hidup
masyarakat

7. Optimalisasi sektor bisnis & jasa berbasis kemasyarakatan

ook wdE

Perumusan rincian upaya tiap rekomendasi di atas diusulkan dengan
mempertimbangkan tiga aspek outcome. Ketiga aspek tersebut menjadi koridor yang
mengarahkan rekomendasi untuk berkontribusi dalam pencapaian sedikitnya salah satu
dari tiga outcome sesuai amanat dalam UU 32/2009.

Keterkaitan rekomendasi dengan pencapaian outcome dapat dilihat pada
bagan di bawah ini.

Pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian pencemaran
lingkungan hidup Keberlanjutan proses dan
fungsi lingkungan hidup

Pengalokasian investasi
infrastruktur ekologi

Keberlanjutan produktivitas

Pengelolaan sumber daya air lingkungan hidup

secara terpadu

Upaya mitigasi bencana untuk
menjamin keselamatan
masyarakat Keselamatan, mutu hidup, dan
kesejahteraan masyarakat

Penguatan pembangunan non
struktural untuk meningkatkan
mutu hidup masyarakat

Optimalisasi sektor bisnis & jasa
berbasis kemasyarakatan
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Pada dasarnya, keseluruhan rekomendasi dirumuskan untuk menjamin keselamatan,
mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa
rekomendasi yang menunjukkan kecenderungan arahan kebijakan untuk pencapaian
outcome tertentu seperti halnya ilustrasi bagan di atas. Rincian arahan tiap rekomendasi
tersebut dirumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut.

Pengendalian pemanfaatan ruang
- Pembatasan ijin kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan bersifat

ekstraktif dalam kapasitas besar

- Penataan pengembangan permukiman dan lahan terbangun sebagai
pengendali arus urbanisasi

- Pengendalian alih guna lahan ruang hijau

- Perencanaan ruang dan pembangunan terintegrasi dengan kota satelit
sekitar DKI Jakarta

- Penataan dan pengelolaan kawasan hulu-hilir berbasis DAS

- Penataan wilayah bantaran sungai dan cekungan DKI Jakarta sebagai
area konservasi air

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup

- Pengendalian cemaran air melalui sistem pengolahan limbah terpadu

- Pengendalian cemaran udara melalui pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

- Peningkatan fungsi ruang hijau sebagai upaya perbaikan kualitas udara

- Pengendalian cemaran lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah
secara terintegrasi dan terpadu

Pengalokasian investasi infrastruktur ekologi

- Mengembangkan skema Payment Ecosystem Services antar daerah
sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu serta
ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan
air.

- Investasi infrastruktur ekologi dalam lingkup DKI Jakarta.

- Investasi infrastruktur ekologi bersifat regional dengan pengelolaan
terpadu

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu

- Pengendalian penggunaan air tanah di seluruh wilayah DKI Jakarta
dengan moratorium ijin penggunaan air tanah sampai dilakukan kajian
mengenai pemanfaatan air tanah

- Mendorong peningkatan pelayanan air bersih dengan menerapkan
prinsip reduce dan recycle

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong
penyediaan sumber air alternatif

- Pemeliharaan sungai secara terintegrasi dari hulu ke hilir

Upaya mitigasi bencana dalam rangka menjamin keselamatan

masyarakat

- Penataan ulang permukiman pada area-area rawan bencana banijir,
gempa dan longsor
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- Menerapkan prinsip Zero Delta Q untuk mengurangi laju debit air ke
badan sungai dan saluran drainase

Penguatan pembangunan non struktural untuk meningkatkan mutu

hidup masyarakat

- Pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman,
kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.

- Mendorong penerapan gaya hidup ramah lingkungan menjadi budaya
daerah.

Optimalisasi sektor bisnis dan jasa berbasis kemasyarakatan

- Memusatkan kegiatan pada sektor bisnis dan jasa sebagai alternatif
mengurangi kegiatan sektor konstruksi.

- Memberikan keringanan berusaha bagi masyarakat yang berminat pada
dua sektor tersebut.

Adapun arahan penataan ruang wilayah Jabodetabek-Punjur telah diatur melalui
Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Sebagian
besar arahan rekomendasi dalam kajian ini dan arahan penataan ruang Jabodetabek-
Punjur dalam Perpres No. 60/2020 lebih condong pada keberpihakan untuk pengelolaan
lingkungan dan mitigasi bencana. Meskipun pada akhirnya bermaksud untuk menjamin
keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi pelaksanaan arahan-
arahan tersebut tetap akan memberikan implikasi terhadap berbagai hal.

Pelaksanaan arahan rekomendasi mempunyai implikasi positif dan negatif.
Beberapa potensi implikasi yang dapat diidentifikasi diantaranya seperti perubahan
struktur PDRB (perekonomian) dari sektor-sektor terdampak, resistensi masyarakat
terhadap perubahan, atau perubahan alokasi pendanaan pada investasi lingkungan.
Investasi terhadap lingkungan memang memerlukan sumberdaya yang memadai dan
komitmen waktu agar fungsi-fungsi lingkungan tersebut kembali berjalan. Oleh karena
itu, kebijakan yang diambil pemerintah dan pemerintah daerah semestinya bersifat lintas
waktu kepemimpinan.

Jika investasi-investasi lingkungan dapat dikembangkan sekaligus menjadi
peluang ruang wisata dan ruang pembelajaran, akan berpotensi mendatangkan investor
dalam jangka panjang. Terlebih dengan pelibatan masyarakat sejak awal untuk
mengidentifikasi dan berkolaborasi menuju kemitraan yang berkelanjutan (ekonomi,
lingkungan dan sosial) akan mengurangi berbagai resistensi yang mungkin timbul.
Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung, mengawasi dan
mengevaluasi selama proses pelaksanaan arahan kebijakan. Untuk mengurangi potensi
persinggungan dengan masyarakat, tiap arahan kebijakan terutama dalam jangka
panjang perlu disampaikan dan didiskusikan lebih intensif bersama stakeholder.
Penanganan dan/atau mitigasi atas implikasi-implikasi tersebut dapat dirumuskan
sebagai bentuk program yang kemudian diintegrasikan dalam perencanaan-
perencanaan strategis daerah.
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Daftar Istilah dan Akronim

Anthropogenic

DAS
DKI Jakarta

D3T

D3TLH

IJLH
Jabodetabek

Jabodetabek-
Punjur

JLH
KLHK
KLHS
MenLHK
Pemprov
PES
RPPLH
SK

Status Belum
Terlampaui

Status
Terlampaui

Wilayah
Fungsional

WD
WS

Hal-hal yang berasal dari aktifitas manusia dan berdampak
pula pada kehidupan manusia itu sendiri dan lingkungan

Daerah Aliran Sungai

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta mencakup Kota
Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu

Daya Dukung & Daya Tampung

Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Jasa Lingkungan Hidup

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan
Cianjur

Jasa Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemerintah Provinsi

Payment Ecosystem Services

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Surat Keputusan

Kondisi dimana ketersediaan sumber daya alam lebih besar
dibandingkan kebutuhannya

Kondisi dimana kebutuhan akan sumber daya alam lebih
besar dibandingkan ketersediaannya

Lingkup wilayah sungai yang melintasi atau berpengaruh
terhadap DKI Jakarta meliputi Wilayah DAS Ciliwung,
Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru, Cisadane Hulu Bendung
Pasarbaru, Citarum Hilir, dan Kepulauan Seribu

Wilayah Daerah Aliran Sungai
Wilayah Sungai
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1. Pendahuluan
11 Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara yang memiliki kepadatan
penduduk yang sangat tinggi karena luas wilayahnya yang kecil dengan populasi
penduduk yang relatif besar. Pada satu sisi pertumbuhan penduduk yang besar
merupakan penanda perputaran perekonomian yang tinggi, namun di sisi lain
memberikan tantangan tersendiri dalam ketersediaan lapangan kerja, penyediaan lahan
perumahan, ruang terbuka hijau juga pemenuhan kebutuhan pangan, air untuk
kebersihan dan kesehatan.

Provinsi DKI Jakarta mempunyai tekanan pembangunan yang tinggi untuk
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan dan perekonomian serta merupakan
imbas kian meningkatnya jumlah penduduk se-Jabodetabek. Sebagai Daerah Khusus
Ibukota, Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi yang masih sulit dikendalikan
sekaligus sebagai kota megapolitan yang perlu menciptakan lapangan pekerjaan agar
tercapai penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan kebutuhan-kebutuhan tersebut berbanding Ilurus terhadap
besarnya pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya
alam di Provinsi DKI Jakarta paling besar digunakan untuk ruang lahan dan air. Kondisi
ini secara langsung dan tidak langsung turut mengakibatkan penurunan kualitas
lingkungan hidup, terbatasnya ketersediaan air serta lahan. Eksploitasi sumberdaya
alam telah terjadi dalam jumlah besar. Memburuknya kualitas lingkungan hidup juga
terjadi karena jumlah limbah meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan
domestik dan perekonomian.

Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan harus
dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Sebagai konsekuensinya, D3TLH
menjadi penting untuk diketahui, dipahami, dan dijadikan dasar pertimbangan dalam
melakukan perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (2) mengamanatkan bahwa daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi dasar pertimbangan dalam
melaksanakan pemanfaatan sumberdaya alam selama Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun. Selain itu, dalam Pasal 15,
16, dan 17 disebutkan bahwa D3TLH juga menjadi salah satu muatan yang dianalisis
dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sementara itu, Pasal 19 menekankan
kembali bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan
ditetapkan dengan memperhatikan D3TLH.
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Dasar hukum lain yang menyebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup
perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang (darat & laut) dan
pembangunan sektoral, telah tertuang dalam peraturan perundangan sebagai berikut:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 3 huruf ¢, menyatakan
bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besaranya
kemakmuran rakyat yang berkeandilan dan berkelanjutan dengan
meningkatan daya dukung aliran sungai

2. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 20, 23 dan 25
menyiratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup.

3. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba pasal 32 huruf c
(termasuk juga pasal 18 dan 28), menyatakan bahwa kriteria untuk
menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah
Daya Dukung Lingkungan.

4. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 7 huruf c menyatakan bahwa
perencanaan pangan harus memperhatikan daya dukung sumberdaya alam
teknologi dan kelestarian lingkungan.

5. UU No.1 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 17,
bahwa Rencana Zonasi Rinci harus memperhatikan daya dukung lingkungan
dan teknologi yang diterapkan.

6. UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa
pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberikan arahan
dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan keterpeliharaan daya
dukung ekosistem pesisir dan laut.

7. UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 6 ayat 1 huruf d
menyatakan bahwa perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, kebutuhan penyusunan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup sangat penting, mendesak dan strategis. Pada dasarnya
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan
dalam penyusunan RPPLH dan KLHS serta perencanaan di suatu wilayah. Oleh karena
itu, diperlukan dukungan sistem metodologi yang jelas dan mampu mewadahi semua
kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pendekatan kinerja jasa
lingkungan hidup merupakan salah satu pendekatan yang mampu merepresentasikan
D3TLH melalui neraca kebutuhan dan ketersediaan dari suatu ekosistem menjadi
sebuah informasi spasial.

Kinerja jasa lingkungan hidup dinilai sesuai besaran fungsi lingkungan hidup
yang bermanfaat bagi manusia dari suatu ekosistem baik melalui suksesi alami maupun
campur tangan manusia. Menurut Millenium Ecosystem Assessment (MEA), jasa
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lingkungan hidup yang bermanfaat bagi makhluk hidup dikategorikan ke dalam 4
(empat) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi penyediaan (provisioning) seperti penyedia pangan, air, serat, bahan
bakar dan material lain serta sumber daya genetik.

2. Fungsi pengaturan (regulating) seperti pengaturan kualitas udara,
pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam,
pengaturan air, pemurnian air dan pengolahan limbah, pengaturan
penyerbukan alami dan pengendalian hama.

3. Fungsi pendukung (supporting) seperti pendukung habitat dan
keanekaragaman hayati serta pembentukan regenerasi tanah.

4. Fungsi kultural (cultural) seperti estetika, warisan budaya, rekreasi, spiritual,
keagamaan dan manfaat nonmaterial lainnya.

Berdasarkan fungsi lingkungan hidup yang disebutkan di atas, terdapat
beberapa fungsi yang dipandang prioritas untuk dapat dipenuhi secara lokal seperti
fungsi penyedia pangan, air, pengatur kualitas udara, pengaturan tata air, dan
pencegahan bencana alam. Pada kenyataannya, Provinsi DKI Jakarta memiliki
keterbatasan dalam memenuhi secara lokal fungsi-fungsi penyediaan air, pengaturan
tata air, pengaturan kualitas udara, dan pencegahan bencana alam seperti banijir. Hal
ini dikarenakan peruntukan lahan DKI Jakarta dioptimalkan untuk membangun
infrastruktur penunjang pusat pemerintahan, sektor bisnis dan jasa. Sementara untuk
memenuhi kebutuhan pangan dan bahan bakar, Provinsi DKI Jakarta memiliki alternatif
dengan mengoptimalkan pola kerjasama dengan wilayah penghasil pangan dan bahan
bakar.

Dengan demikian, ekosistem Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dipisahkan dari
peran kota satelitnya. Bentuk keterikatan DKI Jakarta dan kota satelit salah satunya
dapat terlihat dari pola pengelolaan air. Selama ini, pemenuhan kebutuhan air bersih
DKI Jakarta dilakukan dengan cara ekstraksi air tanah secara berlebihan dan/atau
melibatkan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki sumber air permukaan layak.
Mengingat 13 sungai di DKI Jakarta dalam kondisi cemar berat, air dari sungai-sungai
tersebut tidak cukup layak sebagai air baku untuk pengolahan air bersih. Pada akhirnya,
alternatif sumber air baku untuk DKI Jakarta diambil sebagian besar dari Waduk
Jatiluhur, IPA Serpong dan IPA Cikokol, yang mana sumber-sumber tersebut berada di
luar wilayah administrasi DKI Jakarta.

Menyadari kondisi di atas, kajian ini dilakukan dengan memperhatikan
keterikatan DKI Jakarta dengan kota satelit melalui profil jasa lingkungan hidup sebagai
penyedia air, pengatur tata air, pengatur kualitas udara, dan pencegahan bencana banjir
dalam cakupan Wilayah DAS yang mempengaruhi DKI Jakarta. Wilayah DAS (WD)
tersebut meliputi WD Ciliwung, WD Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru, WD Cisadane
Hulu Bendung Pasarbaru, WD Citarum Hilir, dan WD Kepulauan Seribu.
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12 Maksud dan Tuj uan

121 Maksud

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan informasi dan
gambaran yang jelas mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
berbasis jasa lingkungan hidup, secara spesifik berkaitan dengan pemanfaatan
sumberdaya air di Provinsi DKI Jakarta.

122 Tujuan
Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyusun dokumen daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup.

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini utamanya yaitu sebagai dasar
pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan
untuk:

A Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup;

A Pembangunan daerah yang memperhatikan persebaran potensi dan pola
pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan;

A Perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan seperti
penyusunan RPPLH, KLHS dan penyusunan/evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi, serta perencanaan lain yang erat kaitannya dengan pemanfaatan
ruang.

13 Ruang Lingkup

SK MenLHK No. 297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019 memberikan arahan dalam
perhitungan daya dukung & daya tampung berbasis kinerja jasa lingkungan hidup untuk
fungsi penyedia air. Pentingnya peran air sebagai penyangga kehidupan bagi makhluk
hidup menjadi dasar pemerintah mengarahkan perlunya penetapan daya dukung dan
daya tampung air nasional. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dapat diidentifikasi
dari siklus hidrologi. Jika siklus hidrologi suatu wilayah terganggu, kemampuan wilayah
tersebut menyediakan sumberdaya air menjadi rendah. Dengan kondisi seperti ini,
rekayasa teknologi sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air
untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.

Merujuk pada SK MenLHK di atas, lingkup kajian ini menitikberatkan pada
pendalaman profil kinerja jasa lingkungan hidup meliputi identifikasi ekoregion, penilaian
kinerja jasa lingkungan hidup, dan pembahasan daya dukung dan daya tampung air
serta perhitungan neraca ketersediaan dan kebutuhan air yang selanjutnya
mengusulkan status D3T air di Provinsi DKI Jakarta.

Lingkup wilayah kajian mencakup area daratan dan kepulauan Provinsi DKI
Jakarta yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Adanya keterbatasan data spasial
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yang tersedia untuk area Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menjadi kendala
tersendiri dalam pengolahan data, sehingga analisis daya dukung air untuk Kepulauan
Seribu dilakukan secara tabulasi tanpa informasi spasial. Kajian ini akan menganalisis
hingga pada lingkup Wilayah DAS (WD) yang mempengaruhi ketersediaan air
permukaan di DKI Jakarta diantaranya yaitu WD Ciliwung, WD Cisadane Hilir Bendung
Pasarbaru, WD Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru, WD Citarum Hilir, dan WD
Kepulauan Seribu.

14 Sasar an

Sasaran yang hendak dicapai dalam kajian penyusunan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

A informasi spasial untuk area daratan mengenai kinerja jasa lingkungan hidup
yang direpresentasikan dari proses kuantifikasi indeks jasa lingkungan hidup;

A informasi spasial untuk area daratan mengenai D3T air mencakup informasi
neraca air, penentuan status D3T air dan perkiraan ambang batas jumlah
penduduk yang dapat didukung.

A informasi tabulasi neraca air untuk area kepulauan.

15 Dasar Huk um

Pel aksanaan kajian ADaya Dukung dan Daya
Provinsi DKI Jakartado merujuk pada referensi
antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya,;

2. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan;

4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba;

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

10. Undang-Undang Rl Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019;

13. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;

15. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
dan Cianjur
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16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/
2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian
Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion;

17. Surat Keputusan MenLHK No. 297/MENLHK/SETJEN/PLA.3/4/2019 tentang
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

16 Sistematika Laporan

Laporan kajian fiDaya Dukung dan Daya Tamp.!
DKI Jakart ao distematikaisébagni bedilautt a m

PENDAHULUAN

Memuat pokok bahasan mengenai latar belakang, maksud dan
tujuan, ruang lingkup, sasaran, dasar hukum serta sistematika
laporan.

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

Bab ini membahas karakteristik wilayah kajian Provinsi DKI Jakarta
dan daerah sekitar yang masih memiliki keterkaitan dengan DKI
Jakarta karena berada pada Wilayah DAS Ciliwung, Cisadane Hilir
Bendung Pasarbaru, Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru, Citarum
Hilir, dan Kepulauan Seribu.

KONSEP DAN METODOLOGI

Bab ini menjelaskan konsep dasar daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan hidup berdasarkan
referensi teori dan peraturan yang berlaku.

PROFIL KINERJA JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pembahasan pada bab ini menitikberatkan mengenai identifikasi
ekoregion sebagai parameter jasa lingkungan hidup dan uraian
mengenai profil kinerja jasa lingkungan hidup di Provinsi DKI
Jakarta.

STATUS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG AIR

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka
menyediakan informasi secara spasial dan kuantitatif neraca air
(sebaran ketersediaan dan kebutuhan air). Dari informasi ini
diusulkan status D3T air dan ambang batas jumlah penduduk yang
dapat didukung oleh sumberdaya air tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan usulan status daya dukung dan daya tampung air
tersebut dirumuskan rekomendasi-rekomendasi pengelolaan
lingkungan hidup, kebijakan kerjasama dan/atau rekayasa teknologi
yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan melakukan
perencanaan.

©Peeee
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BAB

2. Gambaran Umum Wilayah Kajian
21 Letak Geografis dan Administratif

Provinsi DKI Jakarta terl et akl0abnA4as 6a BsuA 1u2r
Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kota Depok
Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat
Sebelah Barat : Provinsi Banten

oo oW

Wilayah administrasi Provinsi DKl Jakarta terbagi menjadi wilayah daratan
utama (mainland) dan kepulauan. Wilayah daratan utama terdiri dari 5 (lima) kota
administrasi yang meliputi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota
Administrasi Jakarta Utara. Sementara wilayah kepulauannya berada di sebelah utara
daratan utama, terdiri dari gugusan pulau sebagai wilayah administrasi kabupaten
Kepulauan Seribu. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan administrasi
kabupaten/kota disajikan padaa Tabel 1.

Tabel 1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Kabupaten/ Kota Luas (km?) Persentase (%) Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan

1) ) ®) (4) ®)

Kepulauan Seribu 8,70 1,31 2 6
Jakarta Selatan 141,27 21,33 10 65
Jakarta Timur 188,03 28,39 10 65
Jakarta Pusat 48,13 7,27 8 44
Jakarta Barat 129,54 19,56 8 56
Jakarta Utara 146,66 22,14 6 31
Jumlah 662,33 100,00 44 267

Sumber: Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2019 (BPS, 2019)

Secara utuh, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa daratan seluas 662,33
km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km2. Di sebelah utara membentang pantai dari
barat sampai ke timur sepanjang £35 km. Pantai tersebut menjadi tempat bermuaranya
14 sub DAS yang berbatasan dengan Laut Jawa. Selain itu, DKI Jakarta memiliki tidak
kurang dari 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan sekitar 27
sungai/saluran/kanal. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian £7 m
diatas permukaan laut.

Keterbatasan data dan informasi pada wilayah Kepulauan Seribu menjadi
kendala tersendiri dalam pengolahan data dan proses analisis. Beberapa data spasial
yang diperlukan sebagai dasar analisis kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk Kepulauan Seribu tidak tersedia. Oleh sebab itu, lingkup
pembahasan secara spasial pada kajian ini hanya dapat mengintegrasikan wilayah
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daratan, dimana batas administratif kota dapat dilihat pada Gambar 1. Sementara,
wilayah Kepulauan dibahas dengan pendekatan perhitungan neraca air secara tabular.
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Legenda
Tipe Jalan
— Arteri
Jalan Tol
— Kolektor
------ Batas Kabupaten
Wilayah Administrasi
Jakarta Barat
N Jakarta Pusat
[ Jakarta Selatan
I Jakarta Timur
B Jakarta Utara

Sumber Pets:
1+ Pota Runa Bumi Irdanesia Tshur 2018
2 Pata Balas Admn BFS Tahun 2016

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Peta Batas Administrasi BPS, 2016

Pembagian wilayah administrasi kecamatan dalam Kota Administrasi ditampilkan pada

tabel berikut ini.

Tabel 2 Wilayah Administrasi Kecamatan tiap Kota Administrasi

Jakarta Utara | Jakarta Timur  Jakarta Pusat
1. Penjaringan 1. Pasar Rebo 1. Tanah Abang 1. Kembangan 1. Jagakarsa
2. Pademangan 2. Ciracas 2. Menteng 2. KebonJeruk 2. Pasarminggu
3. Tanjung Priok 3. Cipayung 3. Senen 3. Palmerah 3. Cilandak
4. Koja 4. Makasar 4. Johar Baru 4. Grogol 4. Pesanggrahan
5. Kelapa 5. Kramat Jati 5. Cempaka Putih Petamburan 5. Kebayoran Lama
Gading 6. Jatinegara 6. Kemayoran 5. Tambora 6. Kebayoran Baru

6. Cilincing 7. Duren Sawit 7. Sawah Besar 6. Taman Sari 7. Mampang

8. Cakung 8. Gambir 7. Cengkareng Prapatan

9. Pulogadung 8. Kalideres 8. Pancoran

10. Matraman 9. Tebet

10. Setiabudi

Sumber: (BPS, 2019)

Sedangkan wilayah Kepulauan hanya memiliki dua kecamatan yaitu Kepulauan Seribu
Selatan dan Kepulauan Seribu Utara.
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22 Karakteristik Wil ayah
221 Ekoregion

Mengacu pada UU No. 32/2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah
geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola
interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan
lingkungan hidup. UU No. 32/2009 secara eksplisit mengamanatkan pentingnya
pendekatan batas ekoregion sebagai asas dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu,
UU No. 26/2007 juga menegaskan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar
perencanaan tata ruang wilayah.

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik
bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi,
kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, UU
No. 32/2009). Dalam hal ini, ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan
yang berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas dalam
pengelolaan lahan.

Ekoregion Darat. Pada tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Lingkungan
Hidup Daerah melakukan kajian penetapan ekoregion dalam Laporan Akhir
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap Il
Ekoregion darat dideliniasi berdasarkan kesamaan dalam karakteristik bentang alam,
daerah aliran sungai, iklim serta batas administrasi (kecamatan). Seperti diketahui
Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) ekoregion dalam konteks pengelolaan air
permukaan. Informasi ke enam ekoregion tersebut ditampilkan dalam peta berikut.
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LaUT Jawa e T
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PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN
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LEGENDA PETA EKOREGION DKI JAKARTA

DATARAN FLUVIAL DATARAN VULKANIK
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Gambar 2 Ekoregion Provinsi DKI Jakarta wilayah daratan
Sumber: (BPLHD, 2013)

Berdasarkan peta di atas, ekoregion DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi enam tipologi
dataran sebagai berikut (BPLHD, 2013):

a.

Dataran Fluvio - marin: dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan
fluvial (aliran sungai). Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material
aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial.

Dataran Banjir: dataran yang terletak di sekitar alur sungai. Material
penyusun pada dataran ini umumnya berupa kipas aluvium, dengan
komposisi tuf halus berlapis, tuf pasiran berselingan dengan tuf
konglomeratan yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan fluvial (aliran
sungai). Sesuai dengan namanya, dataran ini selalu tergenang banjir jika
terjadi perluapan air sungai (debit meningkat) terutama di musim hujan.

Dataran Rawa: dataran yang terbentuk dari hasil proses deposisi
(pengendapan) fluvial (seperti banjir) yang meninggalkan suatu dataran
dengan cekungan-cekungan kecil yang tersebar secara acak. Kondisi
hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk
akuifer yang potensial dengan dukungan morfologi yang datar.

Dataran Pasang Surut Berlumpur: dataran yang terbentang sepanjang
garis pantai, terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang) yang
diikuti dengan aliran sungai yang bermuara ke laut.

Dataran Beting Gisik: dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan
marin (gelombang) yang berkerja sama dengan aliran sungai (fluvial) yang
bermuara ke laut. Topografi dataran ini berupa punggungan (beting) dari
materi timbunan pasir yang memanjang sejajar garis pantai.

Dataran Vulkanik: Ekoregion ini terbentuk sebagai hasil proses erupsi
(letusan) gunung berapi yang penyebarannya dibantu oleh proses aliran
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sungai (fluvial), yang membentuk struktur berlapis horisontal dan tersortasi
baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, dan semakin ke
atas semakin halus).

Pembahasan mengenai ekoregion wilayah daratan dideskripsikan lebih mendalam pada
sub bab 4.1.

Ekoregion Laut dan Kepulauan. Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta telah
melakukan penyusunan deliniasi Ekoregion Laut yang membahas mengenai morfologi
dasar laut dan kekayaan ekosistem perairan kepulauan (BPLHD, 2014). Deliniasi
ekoregion laut ditetapkan berdasarkan informasi batimetri, kualitas air dan
keanekaragaman hayati. Hasil penyusunan deliniasi Ekoregion Laut mengidentifikasi
terdapat lima tipologi ekoregion, seperti ditampilkan pada peta berikut ini:

6.2.2

A

Perairan
Kepulauan Seribu

Gambar 3 Peta Ekoregion Laut DKI Jakarta
Sumber: (BPLHD, 2014)

a. Pesisir Utara Jawa: deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasarkan
batimetri dan kualitas air. Ekoregion Pesisir Utara Jawa merupakan perairan
Teluk Jakarta yang mencakup Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau
Kelor, Pulau Onrus, Pulau Kayangan dan Pulau Laki. Wilayah ini paling
rentan terhadap cemaran air karena merupakan wilayah bermuaranya
seluruh sungai dari daratan utama Jakarta. Paling banyak mengalami
degradasi habitat, degradasi lingkungan, keberadaan pulau kecil lenyap
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karena tambang pasir, banjir rob, intrusi air laut akibat eksploitasi berlebihan
pada sumber air tawar, dan pergeseran mata pencaharian ke arah
pariwisata.

Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 T 18 m. Morfologinya
terbagi menjadi tiga jenis pantai yaitu pantai landai (kelerengan 0° - 5°),
pantai miring (kelerengan 5° - 15°), dan pantai terjal (kelerangan 15° - 90°).
Ekosistem pantai landai ditumbuhi vegetasi mangrove biasa ditemukan di
daerah Kamal dan Angke, dimana akar mangrove berfungsi untuk menjerat
material sedimen dan membentuk rataan lumpur. Pantai miring yang biasa
ditemukan di daerah Marunda hingga Segara Makmur tersusun dari material
pasir dengan energi gelombang yang cukup besar. Pantai terjal merupakan
bekas-bekas erosi yang tersusun dari material lempung, biasanya ditemukan
di daerah Cilincing hingga Marunda.

Dangkalan Utara Jawa: deliniator utama ekoregion ini ditetapkan
berdasarkan batimetri. Ekoregion ini meliputi perairan Laut Jawa termasuk di
dalamnya perairan sekitar Pulau Damar Besar, Pulau Damar Kecil, Pulau
Bokor, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. Ekoregion Dangkalan
Utara Jawa mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (63,14%), pasir
dan lanau (36,86%) dengan kedalaman laut berkisar antara 5 i 45 m.
Beberapa pulau kecil di ekoregion ini telah dilaporkan telah lenyap atau
mengalami perubahan geomorfologi yang parah. Pulau Lancang Besar dan
Pulau Lancang Kecil memiliki permasalahan persampahan yang sangat
mengganggu kegiatan setempat, karena tekanan sampah dalam jumlah
besar dari wilayah daratan utama Jakarta terdampar di pulau-pulau ini.

Alur Utara Jawa: deliniator utamanya adalah parameter batimetri. Ekoregion
ini merupakan perairan dalam antara 30-90 m yang meliputi Pulau Tidung,
Pulau Payung dan gugus Pulau Pari. Dampak degradasi lingkungan pada
ekoregion ini lebih rendah dibandingkan dua ekoregion sebelumnya karena
tidak terpengaruh kegiatan dari daratan utama Jakarta. Seiring
perkembangan penduduk wilayah ekoregion ini terdeteksi mengalami
pencemaran air, permasalahan ketersediaan air tawar, perubahan komposisi
dan tutupan karang keras.

Perairan Kepulauan Seribu: deliniator utamanya adalah batimetri dan
keanekaragaman hayati. Ekoregion dengan kedalaman 0-40 m serta
memiliki karakteristik dasar laut berupa lumpur (70,90%), pasir dan lanau
(29,10%). Gugusan pulau terbanyak yang masuk dalam zona Taman
Nasional Kepulauan Seribu. Pertumbuhan pariwisata pada ekoregion ini
cukup pesat sehingga berakibat pada eksploitasi sumberdaya hayati dan
pencemaran lingkungan. Selain itu, aktivitas kapal tanker yang lalu lalang di
sekitar wilayah ini berisiko menyebabkan cemaran laut berupa tar ball minyak
mentah.

Dangkalan Lampung: deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasar
pada batimetri. Ekoregion dengan kedalaman laut 5-30 m dan memiliki
karakteristik dasar laut berupa lumpur (55,24%), pasir dan lanau (44,76%).
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Ekoregion ini mencakup sebagian perairan Laut Jawa dan Pulau Sebira.
Kondisi karang di pulau ini cukup baik dan masih minim masalah lingkungan.

Tahun 2013, ekoregion kepulauan diidentifikasi secara nasional pada skala informasi 1
: 500.000 dalam buku Deskripsi Ekoregion Pulau/Kepulauan (KLH, 2013). Dalam buku
tersebut menjabarkan sebagian besar pulau-pulau kecil lepas Laut Jawa termasuk
dalam asosiasi Dataran Organik/Koral Jawa. Secara genetik, ekoregion ini terbentuk
sebagai hasil aktivitas terumbu karang, dengan material penyusun berupa batuan
sedimen organik atau non klastik berupa batugamping terumbu atau koral sebagai hasil
proses pengangkatan dan metamorfosis terumbu karang. Berdasarkan karakteristik
ekoregionnya, perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta menyimpan
sumberdaya yang berlimpah. Keanekaragaman ikan dan keberadaan mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan
mancanegara. Hal inilah yang mendorong pergeseran mata pencaharian penduduk
lokal dari nelayan menjadi penggiat pariwisata Kepulauan Seribu.

2.2.2 Morfologi

Wilayah daratan DKI Jakarta terdiri atas dua satuan morfologi, yaitu morfologi
dataran pantai di bagian utara dan morfologi kipas gunung api di bagian selatan hingga
Bogor. Daerah selatan mempunyai elevasi yang lebih tinggi, pada kondisi alamiah
daerah ini berfungsi sebagai daerah resapan (recharge) sedangkan daerah utara
berfungsi sebagai daerah luaran (discharge) (Dwinanda, 2012). Namun demikian,
struktur tanah pembentuknya merupakan lapisan lempung yang berselang-seling, hal
ini mempengaruhi tingkat kelolosan aliran air tanah. Apabila upaya recharge air tanah
dilakukan pada titik tertentu, belum tentu aliran air tanah akan tersebar secara merata
di seluruh bagian wilayah daratan DKI Jakarta.

2.2.2.1 Topografi

Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7
m di atas permukaan laut (BPS, 2019). Sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa
dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 m di bawah muka laut pasang (Perda
DKI Jakarta No. 1/2018, 2018). Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satuan morfologi
dengan kemiringan lereng 0-0,5% dan ketinggian kurang dari 10 meter di daerah pantai
hingga 70 meter di bagian selatan Jakarta mendekati Bogor (BPLHD, 2013). Ragam
elevasi wilayah Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada Gambar 4.
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Gambar 4 Ketinggian lahan wilayah Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (BPLHD, 2013)

Ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta
dikatakan relatif datar, akan tetapi terdapat beberapa titik wilayah yang memiliki kontur
bergelombang. Kondisi ini erat kaitannya dengan potensi bencana banjir/genangan air.
Wilayah-wilayah dengan kontur bergelombang tentunya memerlukan rekayasa saluran
air maupun pompa air yang memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut.
Beberapa titik wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di
Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan Senen), Jakarta
Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, dan
Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan,
Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan
Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan, Kelapa Gading,
Penjaringan dan Cilincing).

Namun demikian, seperti disinggung pada subbab 2.2.1, pengelolaan
lingkungan hidup seyogyanya dapat dilakukan dengan pendekatan batas ekoregion
meskipun pelaksanaannya tetap diselenggarakan sesuai batas administrasi suatu
wilayah. Memahami konsep ini, maka pada dasarnya pembahasan daya dukung dan
daya tampung air di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat lepas dari peranan wilayah hulu
dan hilir mencakup daerah penyangga ibukota yaitu Bodetabekjur (Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan Cianjur).

Mengidentifikasi peranan wilayah hulu dan hilir sangat penting dilakukan sebagai
dasar menentukan kerangka pikir analisis, salah satunya untuk melihat peranan dari
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kabupaten/kota di sekitar Provinsi DKI Jakarta. Gambaran peranan hulu dan hilir salah
satunya dapat diidentifikasi dari topografi wilayah seperti ditampilkan pada peta berikut.
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Gambar 5 Ketinggian lahan wilayah Jabodetabek
Sumber: DEMNAS, http://tides.big.go.id/DEMNAS/

Dari peta di atas, untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta, bagian selatan dari Kota
Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur (warna gradasi hijau hingga biru muda,
ditunjukkan pada lingkaran merah) memiliki peran penting sebagai wilayah hulu.
Ditandai dengan warna gradasi biru tua menunjukkan hampir sebagian besar area
tengah dan utara Provinsi DKI Jakarta diidentifikasi sebagai wilayah hilir (ditandai
dengan lingkaran kuning). Bagian tengah merupakan area transisi elevasi yang banyak
ditemukan titik-titik kontur bergelombang. Sedangkan, pada bagian utara relatif datar
dan landai, area ini hampir terbiasa dengan kondisi genangan air karena pada dasarnya
muka air laut pasang lebih tinggi dibandingkan permukaan tanahnya.

Dalam cakupan yang lebih luas, kondisi topografi Kabupaten Bogor, Kota Bogor
dan Kota Depok menunjukkan elevasi yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI
Jakarta maupun daerah Bekasi dan Tangerang. Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota
Depok memiliki peranan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu yang alirannya
bermuara ke Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Terdapat juga dua area konservasi
taman nasional yang sebagian kawasannya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bogor
dan Kabupaten Cianjur yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman
Nasional Gunung Gede Pangrango. Secara tidak langsung, keberadaan kawasan ini
turut mempengaruhi pengaturan tata air dan iklim berkaitan dengan intensitas hujan di
DKI Jakarta.

Keterkaitan antara daerah sebelah barat dan timur Provinsi DKI Jakarta
diidentifikasi sebagai penyangga kegiatan perekonomian. Daerah Kabupaten
Tangerang dan Kabupaten Bekasi berperan sebagai penyangga penyediaan bahan-
bahan pertanian dan lahan untuk industri. Sedangkan, Kota Bekasi tepatnya di

Bab 2 Gambaran Umum Wilayah Kajian | 15


http://tides.big.go.id/DEMNAS/

Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hid
PROVINSI DKI JAKARTA

Kecamatan Bantar Gebang berperan sebagai penyedia lahan pembuangan akhir.
Meskipun lahan TPA di kecamatan tersebut telah menjadi milik DKI Jakarta, tetapi
proses pengangkutan sampah dari DKI Jakarta menuju TPA Bantar Gebang telah
memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar rute pengangkutan dan pembuangan
akhir. Maka, menjadi penting melakukan identifikasi keterkaitan antar daerah sebagai
sebuah ekosistem, setidaknya dengan memperhatikan peran wilayah Bodetabekjur
terhadap DKI Jakarta.

2.2.2.2 Bentang Alam

Bentang alam Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan karakteristik tanah dan
batuan. Secara umum, bentang alam wilayah Jakarta merupakan dataran alluvial, yang
materi tanahnya merupakan endapan hasil pengangkutan aliran permukaan dan air
sungai yang mengalir pada wilayah tersebut.

Provinsi DKI Jakarta terbentuk dari endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3
formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi
Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m. Formasi Citalang didominasi oleh
batu pasir bagian bawahnya dengan bagian atasnya merupakan batu lempung,
sedangkan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada wilayah Blok
M (Kecamatan Kebayoran Baru) dan Dukuh Atas (Kecamatan Menteng). Formasi
Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki
kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 m
(RPJMD DKI Jakarta, 2018).

Untuk sekitar wilayah Babakan (Kecamatan Jagakarsa), Formasi Parigi
mendesak ke atas hingga kedalaman 80 m (RPJMD DKI Jakarta, 2018). Pada wilayah
Lenteng Agung (Kecamatan Jagakarsa) jenis tanahnya berupa asosiasi Latosol Merah,
Latosol Coklat Kemerahan, dan laterit air tanah, dengan bahan induk Tuf volkan
intermedier. Tanah latosol tidak memperlihatkan pembentukan tanah yang baru dan
tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Latosol bersifat asam dengan
kandungan bahan organik yang rendah sehingga kesuburan juga rendah. Tanah ini
berstruktur granular dan drainasenya baik sehingga tanah ini berbahaya jika dibiarkan
terbuka (Dwinanda, 2012).
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Gambar 6 Peta Geologi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (BPLHD, 2013)

Berdasarkan peta di atas, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 4 (empat)
karakteristik geologi sebagai berikut (BPLHD, 2013):

a. Alluvial (warna hijau tosca)
merupakan endapan alluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas
ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran.
Semakin ke arah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasiran
dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal
endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 m, namun
ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan mencapai 300
m. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu
kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material
organik, lunak-teguh, plastisitas sedang tinggi. Lanau pasiran, kuning
keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu
kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Pada beberapa tempat nilai
penetrometer saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasiran antara
2-3 kg/cm? dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cmz, tebal lapisan (data
sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasiran
antara 0,5-3 m dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan
konus lanau lempungan antara 2-20 kg/mz2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m2
dan lempung pasiran antara 10-40 kg/m2.
b. Endapan Pematang Pantai (warna kuning)

merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah
terdiri dari perselang-selingan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal
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endapan antara 4,5-13 m. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan,
dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang,
mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang.
Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plastisitas sedang. Di
beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara
0,75-2 kg/cm? dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cmz, tebal lapisan (data
sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau
pasiran antara 2-10 kg/m?2.

c. Tuf Banten (warna oranye)
merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun
berselang-seling antara lempung pasiran dan pasir lempungan. Lempung
pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plastisitas
sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka
lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan
ketebalan 1,5-17 m.

d. Kipas Aluvium (warna merah muda)
merupakan endapan kipas alluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat),
berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau
pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 m. Lempung lanauan tersebar
secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman,
lunak-teguh, plastisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh,
plastisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk
lempung antara 0,8-2,85 kg/cm? dan lanau lempungan antara 2,3-3,15
kg/cmz, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m
dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 m. Kisaran konglomerat melapuk
menengah-tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu
dan rapuh.

Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (delta city) yaitu
kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan
laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013).
DKI Jakarta yang terletak di pesisir bagian barat laut dan letak muara Sungai Ciliwung
di Teluk Jakarta, berada di dataran rendah. Dipicu oleh perubahan iklim dan
pembangunan yang sangat pesat, DKI Jakarta memiliki potensi bencana banjir dan
bencana hidrometerologis lain yang cukup tinggi. Selain itu berdasarkan penelitian, DKI
Jakarta juga berpotensi terhadap ancaman bencana Gempabumi. Berdasarkan Indeks
Risiko Bencana Indonesia 2018 (BNPB, IRBI 2018), Provinsi DKI Jakarta memiliki
indeks risiko 72,12 (sedang) sepert ditampilkan dalam bentuk peta risiko bencana di
bawah ini. Berdasarkan peta risiko bencana ini akan memberikan pertimbangan
kebijakan untuk pengurangan bencana, untuk DKI Jakarta khususnya bencana banijir.
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Gambar 7 Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2018
Sumber: BNPB, IRBI 2018

Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banijir cukup tinggi, terbukti
pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang
besar pula (RPJMD DKI Jakarta, 2018).

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia terbentuk dari sejarah peninggalan
atau pemekaran wilayah yang sudah ada. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang
terbentuk dari sejarah peninggalan yang berkembang secara massif. Penataan kota di
DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara optimal karena sebagian besar area-area
pemukiman dan fasilitas kota sudah terbangun sejak lama. Hal tersebut menyebabkan
penataan sistem tata air/drainase dan jalan disesuaikan dengan kondisi penataan
eksisting.

2.2.3 Klimatologi

Berdasarkan ketersediaan data yang telah dipublikasi daerah, data yang
digunakan untuk melakukan identifikasi profil klimatologi yaitu dari tahun 2014 hingga
tahun 2018.

2.2.3.1 Curah Hujan

Selama kurun waktu 5 tahun, curah hujan di wilayah daratan Jakarta cukup
fluktuatif serta meningkat secara ekstrim pada tahun ke-5 atau ke-6. Berdasarkan
klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, Jakarta termasuk dalam wilayah dengan iklim agak
basah, dimana karakteristik bulan basah rata-rata terjadi pada bulan Oktober hingga
April. Puncak musim penghujan di Jakarta terjadi pada bulan November hingga Februari
dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari pada tahun 2014 (lihat Tabel 3).
Sementara bulan kering terjadi pada rentang bulan Mei hingga September.
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Tabel 3 Kondisi Curah Hujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016

Curah Hujan (mm?)

UEL 2014 2015 2016 2017 2018

Januari 1.075,00 412,00 136,60 214,10 201,15
Februari 689,00 639,00 451,75 520,80 462,80
Maret 174,00 221,00 293,50 138,70 237,80
April 168,00 111,00 192,25 156,50 174,45
Mei 47,00 79,00 112,25 13500 25,60
Juni 174,00 48,00 186,40 13850 23,85
Juli 214,00 1,00 188,60 119,90 7.25
Agustus 39,00 12,00 217,45 0,80 39,50
September - 5,00 220,50 165,80 45,85
Oktober 52,00 6,00 172,75 112,40 101,05
November 6500 103,00 152,40 19530 166,30
Desember 211,00 194,00 41,70 254,10 44,45
Q 0,57 0,83 0,09 0,09 1

Q rata-rata 0,52

Sumber: diolah dari Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2015-2019

Dari nilai Q (perbandingan bulan basah dan bulan kering), tahun 2014 termasuk
tahun dengan iklim agak basah, yang terjadi peristiwa banjir pada bulan Januari akibat
ekstremnya intensitas curah hujan mencapai 1.075 mm?2. Tahun 2016-2017 termasuk
iklim sangat basah dengan meratanya curah hujan hampir setiap bulan. Namun
demikian, data statistik menunjukkan kejadian banijir berkurang, salah satunya
dikarenakan curah hujan tidak secara ekstrem terjadi pada satu waktu. Dan pada tahun
2015 dan 2018 dikategorikan sebagai iklim sedang, karena rendahnya intensitas curah
hujan pada bulan Mei hingga Oktober.

Sementara untuk wilayah Kepulauan Seribu, kondisi iklim relatif kering dengan
curah hujan rendah (hujan konveksi), yang umum terjadi pada setiap satuan ekoregion
dataran organik/koral jawa (KLH, 2013). Adapun data untuk wilayah Kepulauan Seribu
mengenai curah hujan, temperatur dan kelembapan udara secara terukur tidak tersedia.

2.2.3.2 Temperatur & Kelembaban Udara

Berdasarkan data statistik dari tahun 2014 hingga 2018, temperatur rata-rata di
wilayah DKI Jakarta relatif fluktuatif pada rentang 26,6 - 30,21e CRata-rata suhu
tertinggi pada tahun 2018 relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Selain
dipengaruhi suhu global seperti gelombang panas atau lainnya, tingginya suhu pada
tahun 2014 dan 2015 turut dipengaruhi jumlah kegiatan pembangunan di Jakarta.
Sepanjang tahun 2018, kelembaban udara rata-rata mencapai 74% yang artinya tingkat
kelembaban di Jakarta relatif cukup besar. Semakin rendah suhu udara maka
penguapan air menjadi rendah sehingga kelembaban udara menjadi tinggi. Sebaliknya,
semakin tinggi suhu udara maka penguapan udara pun tinggi menyebabkan tingkat
kelembaban udara rendah sehingga partikel debu terangkat naik.
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Gambar 8 Temperatur Rata-Rata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018
Sumber: Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2015-2019

2.2.3.3 Kualitas Udara

Perlu dipahami bahwa kondisi klimatologi memang mempengaruhi kualitas
udara, akan tetapi klimatologi bukanlah faktor utama yang menyebabkan memburuknya
kualitas udara. Buruknya kualitas udara paling mudah dapat dipantau dari partikel debu,
dan secara detil dapat memperhatikan senyawa pencemar lain dari alat pantau udara
seperti senyawa Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida
(NOy), dan Ozon Permukaan (Os3).

Bulan Oktober tahun 2019, Jakarta ramai diperbincangkan karena telah masuk
dalam peringkat empat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Menurut
pantauan airvisual.com pada 7 Oktober 2019, nilai indeks kualitas udara di Jakarta
mencapai angka 155 dan dikategorikan sebagai status udara tidak sehat. Udara di
Jakarta secara keseluruhan mengandung polutan PM2,5 dengan kepadatan 63,1
mikrogram per meter kubik3. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena pengaruh bulan
kering yang cukup panjang dari Juni hingga September, dimana curah hujan dan jumlah
hari hujan sangat tergolong rendah. Puncaknya pada awal bulan Oktober, tepat pada
saat lama penyinaran dan temperatur rata-rata cukup tinggi menyebabkan berat partikel
debu menjadi ringan sehingga lebih mudah diterbangkan angin.

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil pantauan dari beberapa Stasiun
Pemantauan Kualitas Udara (SPKU). Peralatan monitoring udara ini ditempatkan di lima
titik yang dinamakan dengan DKI1 (Lokasi Bundaran HI mewakili wilayah Jakarta
Pusat), DKI2 (Lokasi Kelapa Gading mewakili wilayah Jakarta Utara), DKI3 (Lokasi
Jagakarsa mewakili wilayah Jakarta Selatan), DKI4 (Lokasi Lubang Buaya mewakili
wilayah Jakarta Timur) dan DKI5 (Lokasi Kebon Jeruk mewakili wilayah Jakarta Barat).
Data dari 5 SPKU selanjutnya diolah server yang berada di UPT Laboratorium

8 Dikutip dari https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/07/09053741/pagi-ini-jakarta-ada-di-peringkat-4-
kualitas-udara-terburuk-dunia, editor Irfan Maullana.
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Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) dan diinformasikan sebagai Indeks Standar
Pencemaran Udara (ISPU).

Pada bulan Januari skor rata-rata ISPU yaitu angka 59,4. Angka tersebut terus
meningkat hingga puncaknya di bulan Agustus dengan skor rata-rata 88,9, bulan Mei
dan Juli sempat mengalami penurunan. Sekalipun mengalami peningkatan, kualitas
udara di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus menunjukkan
nilai pada rentang ISPU 51-100 yang dikategorikan sebagai kualitas sedang (Akbar,
Adhitya dkk., 2019). Peningkatan ISPU dapat dilihat pada Gambar 9.

Indeks Standar Pencemar Udara DKl Jakarta

e |SPU s Ambang Batas Baik === Ambang Batas Sedang

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT

Gambar 9 Indeks Standar Pencemaran Udara Tahun 2019 (hingga bulan Agustus)
Sumber: (Akbar, Adhitya dkk., 2019)

Sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2019, berdasarkan jumlah hari tertinggi
yang menunjukkan kualitas udara relatif masih baik berlokasi di sekitar Jakarta Pusat.
Seperti ditampilkan pada grafik Gambar 10, dapat dilihat bahwa kualitas udara area
Bundaran HI tergolong kondisi baik selama 65 hari yang diperkirakan paling lama
dibandingkan 4 (empat) stasiun pengamatan lainnya. Dan tergolong kondisi sedang
selama 163 hari dan kondisi tidak sehat selama 13 hari, diperkirakan lebih rendah
dibandingkan stasiun pengamatan lain.
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Jumlah Hari di Bulan Januari-Agustus Berdasarkan
Kualitas Udara dan Stasiun Pengamatan
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mDKI1 (Bunderan HI) m DKI2 (Kelapa Gading) m DKI3 (Jagakarsa)

DKM (Lubang Buaya) m DKI5 (Kebon Jeruk)

Gambar 10 Jumlah Hari Berdasarkan Kualitas Udara & Stasiun Pengamatan
Sumber: (Akbar, Adhitya dkk., 2019)
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Keterangan: Data tahun 2018 adalah data Januari — November 2018

Gambar 11 Kecenderungan Kualitas Udara berdasarkan Lama Hari & Kategori ISPU
Sumber: (Pemprov. DKI Jakarta, 2018)

Berdasarkan grafik Gambar 11, tren kualitas udara rata-rata di Jakarta selama
empat tahun terakhir menunjukkan penurunan kualitas udara ambien terutama pada
stasiun pengamatan DKI2, DKI3, DKI4, dan DKI5. Tampak bahwa kategori ISPU
isedaendeungmenur un diiringi dendidaksemaniongkKat eyga
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ISPUAt i dak sehato paling | ama terjadi pada tahu
Selatan dan Jakarta Barat.

Lain halnya yang terjadi di Jakarta Pusat, terjadi penurunan jumlah hari dengan
kategori | SPU fisedango di bar engiahaiekatagarin s e ma k
| SPU fibai ko. Hal i ni memper |l i hatkan adanya per
Jakarta Pusat.

2.2.4 Hidrogeologi

Hidrogeologi dapat diamati dari potensi air permukaan dan air bawah tanah.
Berdasarkan potensi air permukaannya, Jakarta dialiri oleh 13 sungai, serta dipengaruhi
pasang surut air laut (BPLHD, 2013), didukung dengan 2 kanal dan 2 flood way (RPJMD
DKI Jakarta, 2018). Namun, hanya ada satu aliran sungai besar yang membentang
secara alami dari selatan hingga utara DKI Jakarta yaitu Ciliwung. Tiga belas sungai
dan dua kanal yang melewati Jakarta sebagian besar berhulu di daerah Jawa Barat
dan bermuara di Teluk Jakarta (BPLHD, 2013). Adapun jalur aliran sungai, kanal dan
flood way dapat dilihat pada peta berikut.

Cengkareng Drain @ K. Baru Timur

Banjir Kanal Barat @ K. Ciliwung

Cakung Drain @ K. Baru Barat
Banjir Kanal Timur @ K. Krukut

K. Cakung K. Grogol

K. Jati Kramat e K. Pesanggrahan
K. Buaran K. Angke

K. Sunter K. Mookervart
K. Cipinang

000000000

Gambar 12 Peta Tematik Sungai Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (RPIMD DKI Jakarta, 2018)

Keseluruhan 13 aliran sungai (ditandai dengan warna merah, hijau dan kuning
pada Gambar 12) merupakan subdas yang dipengaruhi oleh dua wilayah DAS (WD),
yaitu Wilayah DAS Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru dan Wilayah DAS Ciliwung.
Tetapi 13 sungai di Jakarta dalam kondisi cemar berat, air dari sungai-sungai tersebut
tidak cukup layak sebagai air baku untuk pengolahan air bersih. Pada akhirnya, alternatif
sumber air baku untuk DKI Jakarta diambil sebagian besar dari Waduk Jatiluhur, IPA
Serpong dan IPA Cikokol, yang mana sumber-sumber tersebut berada di luar wilayah
administrasi DKI Jakarta (PTSP DKI Jakarta, 2017). Selain sumber air dari luar wilayah
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Provinsi DKI Jakarta, pemenuhan kebutuhan air bersih pun dilakukan dengan cara
ekstraksi air tanah secara berlebihan dan/atau melibatkan kerjasama dengan daerah
lain yang memiliki sumber air permukaan layak.

Sementara itu, ketersediaan air Waduk Jatiluhur juga dipengaruhi aliran Sungai
Citarum untuk menyokong kebutuhan air masyarakat Jakarta hingga 81 persen
(Nailufar, NN dkk., 2019). Secara tidak langsung, kinerja Waduk Jatiluhur juga
dipengaruhi oleh wilayah DAS Citarum Hilir. Sedangkan kinerja IPA Serpong dan IPA
Cikokol dipengaruhi oleh wilayah DAS Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru dan
Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru. Untuk Kepulauan Seribu, keseluruhannya
dipengaruhi oleh wilayah DAS Kepulauan Seribu. Wilayah DAS merupakan sub-bagian
dari Wilayah Sungai yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PU. Istilah
Wilayah Sungai sendiri diartikan sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya
air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 km?. Sementara Wilayah DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan (PermenPUPR No. 4, 2015).

Kelima Wilayah DAS tersebut mencakup area lintas provinsi meliputi Provinsi
Banten dan Provinsi Jawa Barat, secara visual ditampilkan pada Gambar 13. Oleh
sebab itu, area kajian daya dukung dan daya tampung air pun turut mempertimbangkan
peranan kelima wilayah DAS tersebut terhadap Provinsi DKI Jakarta.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI
DKIJAKARTA

KETERSEDIAAN AIR
WILAYAH FUNGSIONAL (SWD)

100°300E 107°90°E 107300

——fatas Proves

Ketersediaan Air (m3/tahun)
0,0 - 949407

1 9494,08 - 16342,86

N 16342,87 - 20623,73

ine Hulu Bd P W 2062374 - 42312,09

W 42312,10 - 10360148

108°300°E 10700E 107300E

Gambar 13 Wilayah DAS Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Peta Wilayah DAS, PUPR (PermenPUPR No. 4, 2015)
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Sejalan dengan pertimbangan wilayah hulu dan hilir aliran air, pengambilan
sumber air baku dari wilayah luar menunjukkan bahwa sistem akuifer dan ketersediaan
air permukaan di DKI Jakarta dipengaruhi oleh beberapa wilayah DAS. Jika
ketersediaan air permukaan dipengaruhi oleh lima Wilayah DAS di atas, maka aliran air
tanah (basin) yang mengalir ke daratan DKI Jakarta dipengaruhi keberadaan 14 sub-
DAS yaitu Ciliwung, Cengkareng, Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Krukut,
Mampang, Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, Jatikramat dan Cakung Timur
(Samsuhadi, 2009). Menurut Samsuhadi (2009), secara geologis akuifer Jakarta
memperlihatkan strata tanah yang sangat beragam dan kompleks. Jika ditelusuri dari
segi jenis tanahnya, lapisan tanah Jakarta pada umumnya berupa butiran pasir lepas
dan tanah alluvial berselang-seling tanah lempung yang berpotensi sebagai penyimpan
air tanah. Namun, strata tanah yang beragam dan kompleks menyebabkan akuifer tidak
dapat menerus sehingga air tanah terperangkap dalam lensa-lensa kecil. Hal ini yang
kemudian mempengaruhi proses imbuhan air tanah.

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam
cekungan air bawah tanah. Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah
(CAT) lintas provinsi diantara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa
Barat dengan luas sekitar 1.439 km2. Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang
dan Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor
dan Kabupaten Bekasi. Jumlah air tanah bebas 803 juta m3¥tahun, sedangkan jumlah
air tanah tertekan 40 juta m3/tahun (RPJMD DKI Jakarta, 2018).

Kualitas air tanah pun menjadi kurang layak sebagai air baku konsumsi tanpa
melalui proses pengolahan yang memadai. Kondisi tersebut terlihat dari perubahan
perilaku masyarakat dalam memenuhi sumber air minum untuk rumah tangga.
Kebutuhan air minum rata-rata Provinsi DKI Jakarta dipenuhi dari akses perpipaan
(9,54%), pompa (14,73%), air kemasan (75,52%), sumur terlindungi (0,2%), dan air
hujan (0,02%) (BPS, 2019). Jakarta Pusat sebagai kota administratif memiliki
prosentase terbesar pemenuhan air minum untuk rumah tangga melalui ledeng/pipa
(17,95%), Jakarta Selatan prosentase terbesar sumber air minum rumah tangganya
berasal dari pompa (water pumped) sebesar 32,61% dan dari sumur terlindungi sebesar
0,32%. Kepulauan Seribu sebesar 90,51% berasal dari air kemasan.

Dengan kuantitas dan kualitas air tanah yang semakin menurun, serta
memerlukan waktu yang relatif panjang dalam proses pengisian (recharge) air tanah,
Maka, ketersediaan air tanah dimaksudkan sebagai cadangan air sehingga nilai
ketersediaannya tidak dihitung dalam analisis daya dukung dan daya tampung air.

2.25 PolaPenggunaan Lahan

Sepanjang tahun 2016-2018, PDRB yang merepresentasikan struktur
perekonomian DKI Jakarta, disokong sebagian besar dari sektor industri pengolahan,
konstruksi, pengadaan air & layanan, pengadaan listrik & gas, perdagangan barang,
administrasi pemerintahan, jasa perusahaan, informasi & komunikasi, penyediaan
akomodasi dan makanan minuman.
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Pesatnya perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai dengan semakin
luasnya lahan terbangun. Kecenderungan tersebut mengindikasikan ketersediaan lahan
menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pola
perubahan penggunaan lahan dililustrasikan sejak tahun 1972 hingga 2014.

1990

2000 2007 2014

Gambar 14 Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014
Sumber: (Garschagen, Matthias et.al, 2018)

llustrasi pada Gambar 14 di atas, menunjukkan perluasan perkotaan (ditandai
dengan warna hitam) yang cenderung semakin massif dan padat, lahan tidak terbangun
menjadi lahan terbangun. Sebagai Daerah Khusus Ibukota, Jakarta memposisikan
wilayahnya sebagai provinsi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Saat ini,
populasi Jakarta telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta, dari hanya sekitar 3 juta
pada awal 1960-an. Seiring dengan pertumbuhan ini, DKI Jakarta telah mengalami
ekspansi ruang yang luas (Garschagen, Matthias et.al, 2018).

Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2018,
pemanfaatan lahan DKI Jakarta didominasi oleh tiga peruntukan lahan yaitu lahan
hunian sebesar 50,04% (28.629 Ha), lahan usaha sebesar 28,24% (16.155 Ha), dan
penggunaan lain sebesar 14,59% (8.345 Ha). Lahan hunian termasuk guest house,
paviliun, rumah, panti dan asrama. Lahan usaha merupakan lahan yang diusahakan
untuk menggerakkan perekonomian seperti industri, hotel, perkantoran, restoran, dan
sebagainya. Sementara, yang dimaksud sebagai penggunaan lain adalah peruntukan
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bekas bangunan, danau, hijau lainnya, kebun, lahan kosong, rawa, situ/waduk, dan
tegalan/ladang.*

Terlihat dari peta penutupan lahan tahun 2018 (Gambar 15) menunjukkan
seluruh wilayah daratan Jakarta dipenuhi dengan warna merah muda yang
merepresentasikan peruntukan permukiman semakin padat dan luas. Penggunaan
lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir,
memanfaatkan 565 km? dari 674 km? ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83%
(Garschagen, Matthias et.al, 2018).

Sumber: Data spasial Penutup Lahan Pemprov ~ Sumber: Data spasial Pgnutup Lahan KLHK,
DKI Jakarta, 2018 (skala 1:50.000) 2018 (skala 1:250.000)
Gambar 15 Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian,
hampir dapat dipastikan bahwa DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi
alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan air. Pemenuhan kebutuhan dan
peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (hulu-hilir) dilakukan dengan upaya kebijakan
kerjasama antar daerah dan upaya rekayasa teknologi.

23 Kondisi Kependudukan

Hingga saat ini, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi etalase Indonesia yang
merepresentasikan keragaman etnis dan budaya nasional. Bahkan tidak sedikit
pendatang internasional yang datang dan tinggal di DKI Jakarta. Ditinjau dari sejarah
perkembangan kota, DKI Jakarta berawal dari sebuah Bandar kecil bernama Sunda
Kelapa.® Selain itu, sudah sejak tahun 1964 DKI Jakarta berperan sebagai hub yang
melayani penerbangan internasional.

Sebagai daerah yang berawal dari sebuah bandar maka wajarlah bila
masyarakat Jakarta berasal dari kumpulan berbagai etnis dan bahkan berbagai bangsa,
dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Namun pergaulan dan pembauran

Data spasial penutupan lahan tahun 2018 bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perlu menjadi catatan
bahwa data spasial berupa shapefile menunjukkan perbedaan luas total Provinsi DKI Jakarta yaitu 57.214 Ha.
Sementara, luas wilayah DKI Jakarta menurut Permendagri No. 137/2017 adalah 664,01 km? atau 66.401 Ha.
Perbedaan luasan sangat mungkin terjadi karena proses skalasi pada peta dimana toleransi deviasi perbedaan
mencapai 14%.

5 Dikutip dari http://www.tamanmini.com/anjungan/anjungan-dki-jakarta
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antar mereka akhirnya berhasil membentuk masyarakat baru, yang berkebudayaan baru
pula. Masyarakat ini dikenal sebagai 'Masyarakat Betawi' yang anggotanya adalah
'‘Orang Betawi'.6

Perkembangan pembangunan di DKI Jakarta mendapat dorongan faktor
anthropogenic, dengan harapan modernisasi semakin mempermudah dan
mempersingkat waktu dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Dari sisi kegiatan
manusia, proporsi terbesar yaitu pada pembangunan sehingga menjadikan kota ini
sebagai kota megapolitan, dengan luas pemanfaatan lahan mencapai + 83% sebagai
lahan terbangun.

Mempertimbangkan sejarah dan perkembangannya, walaupun Provinsi Jakarta
nantinya tidak menjadi ibu kota NKRI lagi, diperkirakan Jakarta tetap menjadi magnet
bagi para pendatang atau pengunjung. Arus urbanisasi masih akan terjadi walaupun
tidak setinggi pada saat menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian serta
budaya. Heterogennya penduduk yang tinggal di Jakarta menjadikan Provinsi Jakarta
berpenduduk sangat majemuk dan lebih terbuka terhadap perubahan.

Keseluruhan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah
sebesar 10.467.630 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,07%.
Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2018 adalah 15.804 jiwa/km?. Kota Jakarta
Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar
19.757 jiwa/km? (BPS, 2019). Adapun jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta dari tahun
2014 hingga 2018 ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018

Jumlah Penduduk (jiwa)

eI Ne 2014 2015 2016 2017 2018

Kepulauan Seribu 25.101 23.340 23.616 23.897 24.130
Kota Jakarta Selatan 1.092.173 2.185.711 2.206.732 2.226.830 2.246.140
Kota Jakarta Timur 1.658.846 2.843.816 2.868.910 2.892.783 2.916.020
Kota Jakarta Pusat 2274126 914182 915754  921.344  924.690
Kota Jakarta Barat 2111.670 2.463.960 2.496.002 2.528.065 2.559.360
Kota Jakarta Utara 2850355 1.747.319 1.764.614 1.781.316 1.797.290
DKI Jakarta 10012.271 10.178.328 10.275.628 10.374.235 10.467.630

6 Dikutip dari http://www.tamanmini.com/anjungan/anjungan-dki-jakarta
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Jumlah Penduduk (jiwa)

=2014
m 2015

2016
m 2017
22018

ribu jiwa

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2015-2019

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk secara total tetap
semakin meningkat meskipun di wilayah administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat,
dan Jakarta Utara terjadi penurunan signifikan jumlah penduduk. Hal ini mungkin
dipengaruhi oleh program relokasi beberapa titik di wilayah tersebut yang disebarkan ke
wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Sementara, pertambahan jumlah penduduk di
Jakarta Selatan diperkirakan terjadi karena bertambahnya penyediaan area
permukiman di wilayah selatan serta menghindari area-area rawan banijir. Selain itu, ada
juga warga DKI Jakarta yang mulai bermigrasi ke daerah lain salah satunya Kota
Surabaya’.

Secara statistik kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Administrasi
Jakarta Barat. Secara spasial, berdasarkan jumlah penduduk tiap kecamatan terdapat
dua area yang diperkirakan padat penduduk hingga =40 ribuan jiwa/km? yaitu
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (lihat
Gambar 16, wilayah kepadatan tinggi ditandai warna merah).
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Gambar 16 Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Peta Administrasi Batas Kecamatan, DLH Provinsi DKI Jakarta

7 Disarikan dari CNN Indonesia | Jumat, 17/01/2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117135514-20-
466284/risma-sebut-banyak-warga-jakarta-ke-surabaya-hindari-polusi
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24 Peran Kabupaten/ Kota Penyangga | bu

Peran kabupaten/kota satelit merupakan penyangga ibukota yang memiliki
karakteristik sektor unggulan berbeda-beda. Identifikasi sektor unggulan dapat dijadikan
dasar untuk mendalami potensi kerjasama antar daerah dalam hal pemenuhan
kebutuhan pangan, barang, atau lainnya. Hasil identifikasi awal sektor unggulan dalam
cakupan Jabodetabekjur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Sektor Unggulan di Kawasan Jabodetabekjur

Daerah ~Sektor Unggulan Daerah ~Sektor Unggulan

Jakarta Pusat V Bangunan Kota Depok V Pertanian
V Keuangan, V Industri
persewaan, dan jasa V Listrik, gas dan air
perusahaan bersih
V Jasa-jasa V Perdagangan, hotel
dan restoran
Jakarta Timur V Industri Kota Tangerang V Industri
V Bangunan V Perdagangan, hotel
V Pengangkutan dan dan restoran
komunikasi V Pengangkutan dan
V Jasa-jasa komunikasi
Jakarta Utara V Industri Kota Tangerang V Listrik, gas, dan air
V Listrik, gas dan air Selatan bersih
bersih V Perdagangan, hotel,
V Bangunan dan restoran
V Pengangkutan dan V Pengangkutan dan
komunikasi komunikasi
V Jasa-jasa
Jakarta Barat V Bangunan Kabupaten V Pertanian
V Perdagangan, hotel Tangerang V Industri
dan restoran V Listrik, gas, dan air
VV Pengangkutan dan bersih
komunikasi
V Keuangan,
persewaan, dan jasa
perusahaan
V Jasa-jasa
Jakarta Selatan V Bangunan Kota Bekasi V Industri
V Perdagangan, hotel V Listrik, gas, dan air
dan restoran bersih
V Pengangkutan dan V Perdagangan, hotel
komunikasi dan restoran
V Keuangan,
persewaan dan jas
perusahaan
V Jasa-jasa
Kota Bogor V Industri Kabupaten V Pertanian
V Listrik, gas dan air Bekasi V Pertambangan dan
bersih penggalian
V Perdagangan, hotel, V Industri
dan restoran V Listrik, gas, dan air
bersih
Kabupaten V Pertanian Kabupaten V Pertanian
Bogor V Pertambangan dan Cianjur V Perdagangan, hotel,
penggalian dan restoran
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Sektor Unggulan

V Industri V Jasa-jasa

V Listrik, gas, dan air
bersih

Sektor Unggulan

Sumber: (Ibrahim & Prakoso, 2014)

Menurut Ibrahim & Prakoso 2013, kontribusi sektoral PDRB Jakarta didominasi
oleh sektor sekunder (sektor yang mengolah bahan baku seperti listrik, gas, air bersih,
dan bangunan) dan tersier (sektor yang tidak memproduksi barang fisik seperti
perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa
perusahaan, dan jasa lainnya). Artinya, sebagian besar wilayah Jakarta tidak
memprioritaskan sektor yang berfokus pada kegiatan pendayagunaan sumber-sumber
alam seperti pertanian dan pertambangan.

Oleh karena itu, DKI Jakarta dapat mengidentifikasi kebutuhan primernya serta
mencari target wilayah pemasok seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur atau kabupaten/kota lain di luar kota
satelit. Sebaliknya, pemenuhan sektor sekunder dan tersier kabupaten/kota lain dapat
dipenuhi oleh DKI Jakarta. Bentuk kerjasama dapat dilakukan secara langsung serta
menjamin kontinuitas dalam hal pemenuhan produk pertanian dan pertambangan.
Sebagai imbal baliknya, diperlukan jaminan pemberian kemudahan/keringanan bagi
daerah-daerah penunjang yang bekerjasama dengan DKI Jakarta dalam hal
pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier.
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3. Konsep dan Metodologi

Sebagaimana diketahui bahwa sedari awal DKI Jakarta berkembang dengan
dorongan faktor anthropogenic. Dengan kata lain, Provinsi DKI Jakarta lebih
mengedepankan pembangunan berdasarkan aktivitas manusia dibandingkan sektor lain
seperti kebutuhan ruang hijau, ruang bersosialisasi, dan pengelolaan lingkungan hidup
serta pengelolaan kehati.

Hal tersebut tercermin dari pola ruang Jakarta dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2030, seperti ditampilkan pada Gambar 17. Pada pola ruang Jakarta, ruang
hunian (warna gradasi kuning), industri dan jasa komersial (warna gradasi ungu) sangat
mendominasi tata perkotaan di seluruh wilayah kota administrasi. Maka dapat dipahami,
bahwa area yang dapat berfungsi sebagai resapan air hanya 13,55% (warna hijau) dari
luas total wilayah daratan DKI Jakarta.

Gambar 17 Pola Ruang Kota di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2012-2030, Pemprov DKI Jakarta

Seiring pesatnya pembangunan fisik, banyak permasalahan kemudian
bermunculan sebagai akibat dari kurangnya pengendalian perencanaan pembangunan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Kini, ketimpangan semakin nyata terlihat diamati dari
munculnya area-area tidak layak huni terletak di antara gedung-gedung pencakar langit
dan bantaran sungai. Selain itu, tingginya mobilisasi penduduk di wilayah Jabodetabek
ke DKI Jakarta turut berkontribusi terhadap tingginya pencemaran udara dari sektor
transportasi. Sementara ruang hijau di DKI Jakarta kian menghilang, masyarakat pun
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